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KATA PENGANTAR 

 
Segala  puji  dan  syukur  kami  panjatkan  kepada  Tuhan  Yang  

Maha Esa atas kuasa -Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir  

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ini dapat  

berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Kami  juga  berterima  kasih  kepada  

setiap  pihak  yang  telah  terlibat  dan  membantu  kami  khususnya  

Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan  (Panwaslucam),  

Panwaslu  Kelurahan/Desa  (PKD),  Pengawas  Tempat  Pemungutan  

Suara  (PTPS)  dalam  Pengawasan  Pemilihan  Kepala  Daerah  

serentak  Tahun  2020.  

Dengan  ini  kami  menyadari  bahwa  dalam  penyusunan  

laporan pengawasan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih  

banyak  terdapat  kekurangan,  oleh  karena  itu  kami  butuh  saran  dan  

kritik yang sifatnya membangun serta semoga apa yang terdapat  

didalam isi nya dapat dijadikan bahan pemikiran dan masukan  

oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas -  

tugas  pengawasan  selama  berlangsungnya  penyelenggaraan  

Pemilihan  di  masa  yan g akan  datang.  

Demikian  kami  sampaikan  kepada  seluruh  pembaca  laporan  

pengawasan ini. Jika ada kesalahan baik dalam bentuk tulisan  

maupun  kutipan,  kami  mohon  maaf,  sekian  dan  terima  kasih.  

 

 
Bawaslu Prov. Kaltim  

Kordiv.  Pengawasan  dan  Hubal  

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos 
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BAB 

Pendahuluan  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

A. Gambaran  Umum  

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun  

2020 merupakan tahapan pilkada serentak gelombang ke empat,  

gelombang pertama dimulai di tahun 2015 dan dilanjutkan di  

tahun  2017  dan  2018.  

Pelaksanaan pilkada saat ini bisa dibilang berbeda dengan  

tahapan - tahapan sebelumnya, perbedaan tersebut dikarenakan  

adanya wabah Covid -19, yang melanda dunia, sehingga semua  

tahapan  harus  disertai  dengan  adanya  protokol  kesehatan,  ser ta  

tidak adanya semarak kegiatan kampanye rapat umum dalam  

tahapan  pemilihan  kepala  daerah  di  tahun  2020.  

Di Provinsi Kalimantan Timur, pemilihankepaladaerahserentak  

tahun 2020 laksanakan di 6 Kabupaten (Paser, Kutai Timur, Kutai  

Kartanegara,  Kutai  Barat,  Mahakam  Ulu  dan  Berau)  dan  3 Kota  
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(Balikpapan, Samarinda dan Bontang), dan diikuti oleh 19 peserta  

pasangan calon, terdiri dari 3 paslon perseorangan dan 16 paslon  

diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Untuk  

kabupaten kutai kartanega dan Balikpapan sempat dilakukan  

perpanjangan proses pendaftaran dikarenakan hanya ada satu  

paslon, sampai akhir pendaftaran dan ditutupnya pendaftaran  

paslon, ternyata hanya ada satu paslon yang mendaftar, sehingga  

kedua  kabupaten  dan  kota  ini  ditetapkan  satu  paslon  yang  menjadi  

peserta  pemilihan  serentak  di  tahun  2020  ini.  

Dalam  pelaksanaan  tahapan  pilkada  serentak  di  tahun  2020  

ini sempat dilakukan penundaan, semula pelaksanaan pungut  

hitung dilaksanakan di tanggal 23 September 2020, namun  

dikarenakan adanya pandemi covid -19 pelaksanaan pungut hitung  

dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020. Tahapan pilkada  

dimasa pandemi ini memberikan tugas tambahan kepada jajaran  

pengawas, selain mema stikan tahapan berjalan sesuai dengan  

aturan yang berlaku, pengawas juga memastikan pelaksanaan  

tahapan  teknis  memerhatikan  protokol  kesehatan.  

Letak geografis daerah -daerah di Kalimantan Timur yang  

sulit dijangkau, bahkan minimnya jaringan internet dibebe rapa  

daerah,  menjadi  tantangan  dalam  melakukan  kerja -kerja  

pengawasan, bahkan proses pelaksanaan kegiatan kampanye  

yang mengutamakan daring dan virtual juga tidak bisa dijalankan  

dengan baik oleh peserta pilkada karena minimnya jaringan  

internet di beberapa kabupaten atau kota, sebut saja Mahakam  

Ulu, merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Timur, letak  

geografis Mahulu tidak bisa dijangkau lewat darat, kita harus  

menggunakan jalur sungai mahakam untuk sampai di Kabupaten  

Mahakam  Ulu,  begitu  juga  Kutai  Barat,  yang  juga  banyak  wilayah  
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yang tidak bisa dialiri internet dan Kabupaten Berau yang memiliki  

daerah  kepulauan.  

Bawaslu  sendiri  dalam  kegiatan  pengawasan  telah  

memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses pelapora n 

hasil  pengawasannya,  mulai  dari  Form -A onlie,  Siwaslu,  Gowaslu  

dan beberapa keperluan data yang ditarik menggunakan jaringan  

internet, namun beberapa kendala tersebut dapat disiasati dengan  

menggunakan laporan manual, sehingga secara administrasi  

kegiatan  pengawasan  dapat  di  pertanggung  jawabkan.  

 
B. Tujuan  Laporan  

Laporan kegiatan hasil pengawasan tahapan Pilkada serentak  

Tahun 2020 di susun oleh Bawaslu Provinsi, sebagai salah satu  

bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  

dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  kerja -kerja  pengawasan  

terhadap  jajaran  pengawas  di  Kalimantan  Timur.  

Laporan tertulis ini juga sebagai salah satu data dokumen  

evaluasi  terhadap  berjalannya  tahapan  pilkada  serentak  di  

Kalimantan Timur, melalui laporan ini, Bawaslu Kalimantan Timur  

akan  memotret  kegiatan  pengawasan  di  Kalimantan  Timur.  

 
C. Landasan  Hukum  

1.  UU No.  7 Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum;  

2.  Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan  

Kedua Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  

Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang -Undang  

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  

Walikota;  



Laporan  Akhir  Pengawasan Prov.  Kaltim  
14  

 

3.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  

Nomor 15 Tah un 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal  

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  

Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  

Kota  Tahun  2020;  

4.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,  

Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  

Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Wali  

Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota  Tahun  2020;  

5.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  

18  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Komisi  

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan  

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  

Bupati,  Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota;  

6.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran  

Data  Dan  Penyusunan  Daftar  Pemilih  Dalam  Pemilihan  

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/  

Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota;  

7.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

1 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Komisi  

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan  

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  

Bupati,  Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota;  

8.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  
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2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang  

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan  

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/  

Atau  Walikota  Dan  Wakil  Wali  Kota  Tahun  2020;  

9.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

5 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Komisi  

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,  

Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  

Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Wali  

Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota  Tahun  2020;  

10.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

6 Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  Dan  

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali  

Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi  

Bencana  Nonalam  Corona Virus  Disease 2019  (Covid -19);  

11.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

7 Tahun  2020  Tentang  Perlengkapan  Pemungutan  Suara  Dan  

Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil  

Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Wali  Kota  Dan  

Wakil  Wali  Kota;  

12.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam  

Pemilihan Gubernur  Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  

Bupati,  Dan/Atau  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota;  

13.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan  

Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3 Tahun  2017  Tentang  
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Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  

Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota;  

14.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  

Pemilihan  Umum  Nomor  6 Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  

Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak  

Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana  Nonalam  Corona  Virus  

Disease  2019  (Covid -19);  

15.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye  

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  

Bupati,  Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota;  

16.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  

Pemilihan  Umum  Nomor  5 Tahun  2017  Tentang  Dana  Kampanye  

Peserta  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  

Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota;  

17.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  

Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6 Tahun  2020  Tentang  

Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota  

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona  

Virus  Disease  2019  (Covid -19);  

18.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

17  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  
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Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  2 Tahun  2017  Tentang  

Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam  

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  

Bupati,  Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota;  

19.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  

Pemilihan  Umum  Nomor  8 Tahun  2018  Tentang  Pemungutan  

Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  

Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Wali  Kota  Dan  

Wakil  Kota;  

20.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  

19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  

Pemilihan  Umum  Nomor  9 Tahun  2018  Tentang  Rekapitulasi  

Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan  

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/  

Atau  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota;  

21.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun  

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas  

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan  

Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  

Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Serta  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota;  

22.  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  2 Tahun  

2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan  

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta  

Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota  

23.  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  4 Tahun  

2020  Tentang  Pengawasan,  Penanganan  Pelanggaran,  Dan  

Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  



Laporan  Akhir  Pengawasan Prov.  Kaltim  
18  

 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil  

Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam  

Corona  Virus  Disease  2019  (Covid -19;  

24.  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8 Tahun  

2020 Tentang Penanganan Pel anggaran Pemilihan Gubernur  

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota  

Dan  Wakil  Wali  Kota;  

25.  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  9 Tahun 

2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran  

Administrasi  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  

Dan  Wakil  Bupati,  Serta  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota  Yang  

Terjadi  Secara  Terstruktur,  Sistematis,  Dan  Masif;  

26.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun  

2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan  

Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan  

Wakil  Bupati,  Serta  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota;  

27.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun  

2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan  

Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gu bernur Dan Wakil  

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil  

Wali  Kota;  

28.  Surat  Edaran  Bawaslu  RI  Nomor  S-0936  K.BAWASLU/  

PM.00.00/12/2020  Tentang  Penyusunan  Laporan  Akhir  

Pengawasan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  

dan  Wakil  Bupati  Serta  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Serentak  

Lanjutan  Tahun  2020.  
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D. Sistematika  Laporan  

Adapun  sistematika  penyusunan  laporan  akhir  pengawasan  

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Surat Edaran  

Bawaslu  RI  Nomor  S-0936  K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020  

Tentang  Penyusunan  Laporan  Akhir  Pengawasan  Pemilihan  

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta  

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020  

sebagai  berikut.  

Laporan  ini  di  susun  dengan  mendiskripsikan  data  dan  hasil  

kerja di lapangan. Bawaslu Kalimantan Timur akan membunyikan  

data  tersebut  dan  mendiskripsikan  langkah - langkah  pencegahan  

dan  pengawasan,  sehingga  pihak -pihak  lain  bisa  dengan  mudah  

mengetahui  hasil  kerja  pengawasan.  
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Pelaksanaan  
Pengawasan  
Tahapan  
Pemilihan  

 

 

 
 

 

 

A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN  DATA DAN 

DAFTAR PEMILIH  

1.  Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtaha - 

pan  Pemutakhiran  Data  Pemilih  dan  Daftar  Pemilih  

a.  Kerawanan -kerawanan  dan  IKP 

Dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar  

pemilih pada pemilihan serentak Tahun 2020, Badan Pengawas  

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mengidentifikasi  

potensi potensi kerawanan pada pemutakhiran data dan daftar  

pemilih  yaitu  sebagai  berikut:  

ậ Petugas  pemuktahiran  tidak  menerapkan  protokol  pencegahan  

covid -19  

ậ Petugas  pemuktahiran  tidak  mencoret  pemilih  yang  sudah  
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tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang  

memenuhi  syarat  untuk  terdaftar  di  DPT;  

ậ Di samping  masalah  yang  terjadi  di  lapangan,  pada  

pemuktahiran daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang  

dimiliki oleh komisi pemilihan umum (kpu), yakni sistem  

informasi  data  pemilih  (sidalih);  

ậ Pemilih  terdaftar  lebih  dari  satu  kali  dalam  satu  tps  yang  sama;  

ậ Pemilih  terdaftar  lebih  dari  satu  kali  dalam  satu  tps  yang  

berbeda;  

ậ Jumlah  pemilih  dalam  satu  tps  melebihi  alokasi  yang  

ditentukan;  

ậ Warga  yang  belum  cukup  umur  didaftarkan  sebagai  pemilih;  

ậ Warga  yang  sudah  meninggal  masih  didaftarkan  sebagai  

pemilih;  

ậ Warga  yang  berstatus  sebagai  tni/polri  didaftarkan  sebagai  

pemilih;  

ậ Data  pemilih  yang  didaftarkan  tidak  valid;  

ậ Petugas  PPS dengan  sengaja  tidak  mendaftarkan  masyarakat  

yang  memiliki  hak  pilih  masuk  dalam  daftar  pemilih  tetap;  

ậ Pps tidak  melakukan  validasi  data  terhadap  dps  menjadi  DPT;  

dan  

ậ PPS sengaja  tidak  mengumumkan  DPS ataupun  DPT. 
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IKP Provinsi Kalimantan Timur 

 
No 

 
Kabupat- 

en/Kota 

IKP 

Pilkada 

2020 

 
Kate- 

gori 

Konteks 

Sosial 

Politik 

Pemilu 

yang 

Bebas 

dan Adil 

 
Kon- 

testasi 

Parti- 

sipasi 

Politik 

 
1 

Kabupaten  

Paser  

 
58,73  

 
level  5 

 
60,40  

 
60,41  

 
45,34  

 
74,35  

 
2 

Kota Balik -  
papan  

 
51,17  

 
level  4 

 
49,92  

 
52,30  

 
40,27  

 
69,59  

 
3 

Kota  Sama -  

rinda  

 
50,59  

 
level  4 

 
54,91  

 
46,35  

 
39,02  

 
72,15  

 
4 

Kabupaten  
Mahulu  

 
50,25  

 
level  4 

 
50,52  

 
56,26  

 
41,12  

 
52,90  

 
5 

Kabupaten  

Berau  

 
44,93  

 
level  3 

 
45,25  

 
47,35  

 
38,56  

 
50,10  

 
6 

Kabupaten  
Kubar  

 
44,39  

 
level  3 

 
42,48  

 
48,32  

 
38,56  

 
50,10  

 
7 

Kabupaten  

Kukar  

 
46,32  

 
level  3 

 
43,42  

 
44,17  

 
38,56  

 
69,35  

 
8 

Kabupaten  
Kutai  Timur  

 
44,32  

 
level  3 

 
43,42  

 
45,76  

 
38,56  

 
52,90  

 
9 

Kota Bon -  

tang  

 
42,73  

 
level  2 

 
43,42  

 
41,48  

 
38,56  

 
50,10  

 

Tabel  1 -  Indeks  Kerawanan  Pemilu  

 

 
b.  Perencanaan  Pengawasan  

Untuk  mendapatkan  hasil  pengawasan  yang  maksimal  

dalam  pengawasan  pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih,  maka  

diperlukan suatu strategi dalam melakukan pengawasan. Langkah  

langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan  

Timur  dalam  rangka  mengoptimalkan  pengawasan  tahapan  

pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih  adalah  sebagai  berikut:  

1)  Membentuk Pokja Pengawasan DPT untuk mengoptimalkan  

Kinerja  pengawasan;  
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2)  Menentukan fokus pengawasan terhadap kerawanan pada  

pemutakhiran data dan daftar pemilih serta Menyusun peta  

rawan pelanggaran setiap wilayah pengawasan agar dapat  

menentukan  dimana  daerah  yang  memilki  kerawanan  tinggai  

dalam  hal  pemuktahiran  data.  

3)  Melakukan  koordinasi  (pendekatan  persuasif)  dengan  

masyarakat setempat untuk mengetahui pelanggaran yang  

mungkin  ter jadi;  

4)  Pengawasan  melekat  dimana  panwaslu  desa  akan  ikut  

mengawasi  sistim  daftar  pemilih  di  tingkat  PPS; 

5)  Menindaklanjuti terkait temuan ataupun laporan pada saat  

pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih;  dan  

6)  Pengawasan  audit  dengan  metode  sampling  digunakan  

terhadap  TPS lainnya  di  desa/kelurahan  tersebut.  

 

2.  Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub - 

tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar  

Pemilih  

a.  Pencegahan  

Daftar Pemilih merupakan tahapan paling krusial dalam  

penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Permasalahan  

daftar  pemilih  dari  Pemilu  ke  Pemilu  selalu  menjadi  persoalan  klasik  

dan tak pernah kunjung usai. Sehingga tahapan pemutakhiran  

data pemilih tidak lepas dari potensi terjadinya masalah dalam  

pemutak hiran  data  pemilih.  

Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2020  Badan  
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Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur  telah melakukan  

kegiatan pencegahan dengan 3 (tiga) metode yaitu dengan  

Pembukaan Posko Aduan, mengeluarkan Surat Himbaua n dan  

Rekomendasi serta Pengawasan langsung. Kegiatan Sosialisasi  

dan Rapat Koordinasi dilakukan bersama dengan Pemerintah  

Daerah,  Kecamatan  dan  Desa  serta  Partai  Politik,  Tokoh  Masyarakat,  

Tokoh  Agama,  Tokoh  Pemuda,  Adat  dan  LSM maupun  Ormas  atau  

OKP yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Selain daripada itu  

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga membuat surat himbauan  

atau edaran yang ditujukan kepada Penyelenggara baik di Tingkat  

Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan. Bawaslu Provinsi  

Kalimanta n Timur  memaksimalkan  penguatan  kelembagaan  

dengan  melakukan  Bimbingan  teknis  terhadap  pengawas  Pemilu  

ditingkat  bawah  mulai  dari  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  

Kelurahan/desa dan Pengawas TPS dengan menekankan fungsi  

dan  peran  Pengawas  yakni  pada  2 aspek  atau  fungsi  yaitu  proses  

pencegahan dan penindakan. Kemudian memberikan pengarahan  

kepada  pengawas  dijajaran  tingkatan  kecamatan  dan  kelurahan/  

desa  untuk  lebih  peka  terhadap  situasi  dan  kondisi  daerah  masing -  

masing.  

 
b.  Aktivitas  Pengawasan  

Aktivitas  pengawasan  pemutakhiran  data  pemilih  dan  daftar  

pemilih  sebagai  berikut:  

1)  Melakukan  pengawasan  rekrutmen  petugas  PPDP 

2)  Melakukan  penelitian  dan  pencermatan  terhadap  data  DP4 

3)  Melakukan  pengawasan  pelaksanaan  coklit  

4)  Mengawasi  kepatuhan  petugas  PPDP terhadap  penerapan  
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protokol  Kesehatan  untuk  mencegah  penularan  virus  disease  

(covid19)  

5)  Melakukan  peneltian  dan  pencermatan  terhadap  data  hasil  

coklit  

6)  Melakukan  pengawasan  langsung  terhadap  penetapan  DPS 

(daftar  pemilih  sementara)  

7)  Melakukan  pengawasan  terhadap  pengumuman  DPS yang  

telah  di  tetapkan  

8)  Mengawasi  langsung  penetapan  DPT (daftar  pemilih  tetap)  

yang  di  lakukan  oleh  KP U 

9)  Melakukan  pengawasan  dan  pencermatan  terhadap  DPT yang  

di  umumkan  oleh  KPU 

 
3.  Hasil -hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub - 

tahapan Pemutakhiran  Data Pemilih  dan Daftar  

Pemilih  

a.  Temuan  

Selama  pengawasan  tahapan  pemutakhiran  daftar  pemilih,  

hasil pengawasan menunjukkan berbagai temuan yang hampir  

sama di setiap Kabupaten/Kota. Misalnya temuan - temuan yang  

Di Kota Bontang terjadi berbagai temuan diantaranya  pemilih  

TMS yang masuk ke dalam daftar pemilih dan data ganda di  

dalam  daftar  pemilih  . Di  Kabupaten  Berau  Dalam  Tahapan  DPS 

ditemukan  Data  temua n Bawaslu  Republik  Indonesia  Dalam  data  

pemuktahiran data dan daftar pemilih, seperti data ganda, pemilih  

TMS yang masuk ke dalam daftar pemilih, serta pemilih yang  

pindah  domisili  masih  terdaftar  di  DPS awal.  Temuan - temuan  
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lainnya  masih  berkutat  pada  pemilih  TMS dengan  berbagai  

kondisi.  Namun  di  Kota  Samarinda  tidak  didapati  temuan  

mengenai kesalahan daftar pemilih namun hanya kesalahan  

teknis  yakni  tidak  diberikannya  Salinan  DPSHP tingkat  kelurahan  

oleh PPS kepada PKD. Hal ini juga terja di di Kabupaten Kutai  

Kartanegara. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, bahwa Surat  

Panwaslu Kecamatan Perihal Himbauan dan Saran Perbaikan  

tidak  ditindaklajuti  oleh  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  dengan  

tidak menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP)  

kepada  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Panwaslu)  Kelurahan/  

Desa  dalam  bentuk  Softcopy  dan  hardcopy,  dan  hal  ini  pula  telah  

bersesuaian  dengan  keterangan  Panwaslu  Kelurahan/Desa  yang  

tidak  mendapatkan  Daftar  Pemilih  Hasil  Pemuktahiran  (DPHP).  

 
b.  Rekomendasi  

Rekomendasi diajukan setiap kabupaten/kota dalam hal  

pemutakhiran  data  dalam  menanggulangi  temuan - temuan  yang  

terjadi di setiap kabupaten/kota. Di Kota Bontang terbit satu  

rekomendasi menge nai perbaikan DPT. Dalam Rekomendasi 13  

Kecamatan  Se-Kabupaten  Berau  mengeluarkan  rekomendasi  ke  

PPK agar data pemilih yang bermasalah segera diperbaiki seperti  

Data Pemilih yang telah meninggal, data yang kurang lengkap  

seperti kekurangan NIK, Tidak adany a elemen KK, data pemilih  

ganda yang ada di dalam data pemilih serta data untuk pemilih  

yang belum mencukupi umur 17 tahun. Rekomendasi yang  

dikeluarkan  kota  Samarinda  adalah  rekomendasi  perbaikan  data  

yang  telah  diperbaiki  oleh  Bawaslu  Kota  Samarinda  kepada  KPU 

kota  Samarinda.  
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Di Kabupaten  paser  berdasarkan  temuan  terkait  data  dan 

daftar pemilih maka bawaslu kabupaten mengintruksikan  

kepada panwaslu kecamatan se -kabupaten Paser untuk segera  

melakukan  koordinasi  dan  memberikan  rekomendasi  tertulis.  Di  

Kabupaten Paser dalam tahapan ini bawaslu Kabupaten Kutai  

Timur tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap temuan pada  

tahapan  Pemutakhiran  data.  Sementara  di  Kota  Balikpapan  

mengajukan rekomendasi terkait perbaikan data seperti data  

warga yang meninggal, data pemilih TMS dan MS, pemilih yang  

telah menjadi anggota TNI/Polri, belum memiliki E -KTP serta  

yang  telah  berpindah  domisili.  

Di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  merekomendasikan  agar  

temuan  03/TM/PB/Kab/23.08/IX/2020  dapat  diproses  leb ih 

lanjut, yakni menyampaikan Rekomendasi kepada Komisi  

Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  agar  

mempedomani  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 12  ayat  11  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang  

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2  

Tahun  2017  Tentang  Pemutakhiran  Data  Dan  Penyusunan  Daftar  

Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati  

Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota.  

Berkaitan  dengan  temuan  selama  tahapan  dan  subtahapan  

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, jajaran Bawaslu  

Kabupaten Kutai Barat memberikan beberapa saran perbaikan  

penyusunan  DPS dan  DPT kepada  jajaran  KPU yang  dikeluarkan  

oleh Panwas kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat untuk  

ditindaklanjuti  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan  

yang  berlaku.  
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Di Kabupaten mahakam Ulu ada beberapa rekomendasi  

yang dikeluarkan mengenai perbaikan DPT dan DPSHP Sert a 

Rekomendasi  Nomor  003/TM/PB/Kab/23.12/IX/2020  pertanggal  

7 September  2020  Perihal  Rekomndasi  atas  pelanggaran  

adminitrasi terkait tidak di berikanya form A.Kwk kepada PKD  

dan  Panwaslu  Kecamatan  se-Kabupaten  Mahakam  Ulu.  

 
c.  Tindaklanjut  Rekomendasi  

Menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diajukan oleh  

Bawaslu  Kabupaten/Kota  serta  Panwascam  masing -masing,  

telah dilakukan berbagai upaya. Di Kabupaten Kutai Kartanegara,  

KPU Kabupaten  Kutai  Kartanegara  akan  menyampaikan  tentang  

pemilih  tidak  terdaftar  padahal  memenuhi  syarat  dan  lain  

sebagainya  kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara di saat  

pelaksanaan  Rapat  Pleno  Tingkat  Kabupaten/Kota.  Di Kabupaten  

Paser,  Rekomendasi  yang  telah  diberikan  oleh  pengawas  tingkat  

kecamtan  maupun  yang  telah  di  berikan  oleh  bawaslu  kabupaten  

paser, langsung di tindak lanjuti oleh kpu dan jajarannya terbukti  

dari  hasil  pleno  tingkat  kabupaten  yang  telah  di  tuangkan  dalam  

berita  acara  penetapan  dps  tanggal  14  september  2020.  

Upaya tindak lanjut rekomendasi di Bahwa rekomendasi yang  

telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Balikpapan telah ditindaklanjuti  

oleh  KPU Kota  Balikpapan  beserta  PPK Kecamatan  Se-Kota.  

Ddi  Kabupaten  Mahakam  Ulu,  berdasarkan  temuan  diatas  maka  

Bawaslu  Kabupaten  Mahakam  Ulu  menyampaikan  rekomendasi/  

Saran  Perbaikan  kepada  KPU Kabupaten  Mahakam  Ulu,  dan  

KPU Mahakam Ulu sebagian menindaklanjuti Saran Perbaikan /  

Rekomendasi  dari  Bawaslu  Kabupaten  Mahakam  Ulu.  
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Terhadap data temuan data pemilih yang  bermasalah hasil  

analisis dari  temuan Bawaslu RI. Bawaslu Kabupaten Berau  

segera melaksanakan Koordinasi dan mengintruksikan kepada  

seluruh  jajaran  Panwaslu  di  13  Kecamatan  Se-Kabupaten  Berau,  

untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data secara  

langs ung ditingkatan masing -masing dan segera  untuk membuat  

surat rekomendasi ke PPK untuk menghapus atau memperbaiki  

terhadap data -data pemilih yang ganda tersebut untuk segera  

di TMSkan. Sama halnya dengan di Kabupaten Bontang, semua  

permasalahan mengenai data pemili ditindaklanjuti oleh KPU  

Kabupaten Bontang. Sementara itu, terkait dengan tindaklanjut  

Saran  Perbaikan  yang  di  layangkan  kepada  KPU Kabupaten  Kutai  

timur  telah  di  tindaklanjuti  sesuai  dengan  mekanisme  yang  berlaku.  

 
4.  Dinami ka dan Permasalahan Tahapan dan Sub - 

tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar  

Pemilih  

Dinamika  dan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pemutakhiran  

data dan daftar pemilih disebabkan oleh data kependudukan  

selalu berubah dengan berkurang dan bertambahnya penduduk di  

masing -masing  wilayah  kabupaten/kota.  Perpindahan  penduduk  

juga  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  hal  pemutakhiran  data  

ini. Hal yang perlu digarisbawahi adalah, bagaimana proses  

penyelarasan  data  yang  dinamis  ini  serta  penanggulangan  

kendala -kendala  yang  dihadapi.  

Data  yang  paling  sering  berubah  ialah  data  yang  meninggal  

dunia,  kebanyakan  dari  masyarakat  di  tiap  kabupaten/kota  tidak  

aktif  memperbaharui  data  kependudukan  mereka.  Misalnya  di  
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Kabupaten Paser, banyak dari warganya yang  tidak membuat  

surat kematian bagai keluarga yang sudah meninggal dunia.  Hal 

ini berdampak pada  ketika di lakukannya verifikasi faktual,  

ditemukan  warga  yang  sudah  meninggal  dunia  dan  masih  masuk  

dalam data pemilih serta masih juga terdaftar dalam pemilih.  

Hal  ini  pun  terjadi  pula  pada  berbagai  kabupaten/kota  lainnya  di  

mana masih banyak kasus data pemilih yang meninggal masih  

terdaftar  di  daftar  pemilih.  

Permasalahan lain yang paling mempengaruhi  ialah data  

pemilih  yang  terindikasi  ganda.  Permasalahan  ini  juga  terjadi  

di hampir setiap kabupaten kota. Misalnya yang terjadi di kota  

Bontang dan Berau, di kota Bontang ada sekitar 85 pemilih  yang 

berdata ganda serta adanya potensi data ganda pemilih  

sebanyak  275  pemilih  di  Tanjung  Redeb  Kabupaten  Berau.  

Banyak  dari  permasalahan  ini  adalah  dampak  dari  pembaharuan  

data kependudukan yang tidak optimal. Misalnya saja di Berau  

permasalahan  data  ganda  terjadi  akibat  dari  warga  yang  berpindah  

domisili  namun  tidak  mlakukan  pelaporan.  

Selain itu banyak juga daftar pemilih baru yang berusia 17  

tahun enggan melakukan dan menyibukkan diri untuk melaporkan  

dirinya bahwa yang bersangkutan telah memasuki usia pemilih  

pemula.  

Kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat  juga  menjadi  sebuah  

dinamika dan permasalahan yang perlu di sikapi dengan serius  

mengingat bahwa seluruh masyarakat di lindungi hak pilihnya oleh  

undang -undang yang kemudian jika tidak di akomodir dengan  

baik  maka  ada  sanksi  yang  telah  menunggu  para  penyelengg ara  

pemilu  atau  pilkada.  
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5.  Evaluasi  

Melihat  permasalahan  dan  temuan - temuan  di  berbagai  

kabupaten kota, serta penindaklanjutannya, Bawaslu Kabupaten/  

Kota melakuan evaluasi demi keberlangsungan upaya pengawasan  

yang lebih baik kedepannya. Seperti di Kota Bontang, setelah  

melihat dan melewati berbagai proses Bawaslu Kota Bontang  

mengisyaratkan bahwa  seluruh Panwaslu Kecamatan dapat  

menyampaikan berbagai potensi kerawanan pelanggaran pada  

masing -masing  wilayah  kerj a ketika  proses  coklit  dilaksanakan  oleh  

Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP),  agar  pola  pencegahan  

sebagai salah satu tupoksi pengawas pemilu bisa dilaksanakan  

secara optimal. Upaya pencegahan bisa saja dilakukan dengan  

cara  mensosialisasikan  aturan -aturan  Pilkada  Tahun  2020  terkait  

sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Keterlibatan dan peran aktif  

masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil  

Wali  Kota  Bontang  sangat  diperlukan.  

Bawaslu  Kabupaten  Kutai  Timur  telah  melaksanakan  

pengawasan  tahapan  pemutakhiran  data  pemilih  di  wilayah  

Kabupaten Kutai Timur. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur kemudian  

menganalisis  keberhasilan  dan  kelemahan  selama  proses  

pengawasan tersebut menjadi kesimpulan seperti Koordinasi  

secara intens dengan KPU Kabupaten Ku tai Timur mengurangi  

jumlah  pelanggaran,  mengutamakan  Pencegahan  terhadap  

potensi pelanggaran. Selain itu dengan bekurangnya personil  

pengawas  dalam  mengawasi  pelaksanaan  coklit  dilapangan,  

walaupun untuk mengatasi hal ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur  

menginstruksikan untuk dilakukan metode audit namun masih  

dirasakan  kurang  maksimal.  
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Di Kota  Balikpapan  Bawaslu  menyarankan  KPU Kota  

Balikpapan  agar  dapat  memperhatikan  kinerja  Petugas  

Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP) agar  data  pemilih  ya ng  telah 

ditetapkan tidak terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi  Syarat 

(TMS) seperti meninggal, data tidak valid, ganda, dan  lain  

sebagainya.  Hal  tersebut  juga  sangat  efisien  terhadap  penetapan 

dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)  serta 

meminimalisir penggelembungan pengadaan surat suara.  Input 

dan koreksi data ke dalam Sidalih seharusnya dilakukan  secara 

berkala untuk mengantisipasi penumpukan data sehingga  pada 

saat Rapat Pleno Penetapan pertahapan tidak memakan  waktu  

lama  atau  aplikasi  Sidalih  yang  down  akibat  terlalu  banyak  

menumpuk  data  yang  di  upload.  

Evaluasi pelaksanaan pengawasan di Kutai Barat, secara  

umum tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih  

terlaksana  dengan  aman  dan  lancar  serta  berjalan  sesuai  peraturan  

walaupun masih terdapat permasalahan maupun hambatan akan  

tetapi  semua  bisa  diatasi  karena  Bawaslu  Kabupaten  Kutai  Barat  

sebelumnya telah mempersiapkan segala hal yang berkaitan  

dengan  pengawasan  Pemutakhiran  dan  Penyusunan  Daftar  

Pemilih  mulai  dari  pengua tan  kinerja  pengawasan  dan  penanganan  

pelanggaran  bagi  Panwas  kecamatan  se-  Kabupaten  Kutai  Barat  

melalui Bimtek maupun Rakernis, menentukan potensi kerawanan,  

melakukan perencanaan pengawasan termasuk fokus dan strategi  

pengawasan dan yang paling penting yaitu melakukan langkah  

pencegahan  salah  satunya  yaitu  dengan  melakukan  pengawasan  

langsung dan himbauan kepada penyelenggara yaitu KPU dan  

jajaran dibawahnya serta koordinasi ke KPU Kabupaten Kutai  

Barat  mengenai  persama an persepsi.  
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Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menilai bahwa dalam  

pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih pemilih pada  

pemilihan kepalah daerah tidak objektif dan terbuka dalam  

pemutakhiran data pemilih dimana Forma A. KWk tidak diberik an  

kepada  pengawas  (  PKD )  sehingga  pengawas  kesulitan  didalam  

melakukan  pengawasan  terhadap  PPDP karena  akses  pengawas  

tertutup  , sehingga  di  perlukan  regulasi  yang  mengatur  tentang  

keterbukaan dan akses data pemilih tersebut dikhususkan bagi  

penyelengaran yaitu KPU dan Bawaslu sehingga data pemilith  

tersebut akurat dan komperhensif adanya ketidak singkronan  

antara  surat  Edaran  dari  KPU dengan  Peraturan  diatasnya  sehingga  

adanya  multi  tafsir  di  antara  penyelenggara  dan  pengawas  yang  

menyebabkan tidak tepatnya atau perbedaan kebijakan yang  

diambil  oleh  para  penyelenggara.  

 

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtaha - 

pan  Pencalonan  Pasangan  Calon  Perseorangan  dan  

Calon  Partai  Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daer - 

ah  Tahun  2020  

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan 

Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota 

a.  Kerawanan -kerawanan  dan  IKP 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di 9 Kabup aten/Kota  

Provinsi Kalimantan Timur meliputi Tahapan dan Subtahapan  

Pencalonan.   Dalam   kontestasi   Pemilihan   Kepala   Daerah  

di  9 Kabupaten/Kota  terdapat  Beberapa  Calon  Pasangan  
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Perseorangan  dan  Pengusung  dari  Partai  Politik.  

Ada beberapa hal yang menjadi fokus kerawanan terhadap  

Tahapan  Pencalonan  tersebut  terutama  di  saat  pendaftaran  calon  

perseorangan  tahapan  Verifikasi  Calon  Perseorangan  sesuai  

dengan PKPU 5 Tahun 2020 16 Februari sampai dengan 21 Juli  

2020. Kerawanan pada saat Calon Perseorangan antara lain  

sebagai  berikut  :  

 

Indeks  Kerawan  Pencalonan  
 

No Kerawanan Indikator 

 

 
1 

 
Pemenuhan Jumlah  

Minimum Dukungan  

Persyaratan  dan  Sebaran  

Pemenuhan Jumlah Dukungan Bagi  

Calon Pasangan Perseorangan tidak  

memenuhi  jumlah  dukungan  yang  sudah  

di keluarkan oleh KPU sesuai dengan  

luas  Wilayah  dan  Jumlah  DPT Terakhir.  

 
2 

Penetapan  Jumlah  Mini -  

mum  Dukungan  

Penetapan  Jumlah  minimum  dukungan  

dilakukan oleh KPU melampaui batas  

waktu  

 
3 

 

Dukungan  Fiktif  

Penyerahan  dukungan  ke  KPU sesuai  

dengan rekap B.1.1 KWK tidak sesuai  

dengan  jumlah  dan  nama  B.1  KWK 

 
4 

 
Verifikasi  Administrasi  

Verifikasi Administrasi dukungan  

dilakukan  oleh  KPU secara  terburu -buru  

atau  tidak  cermat  

 

5 
Verifikasi  Data  Pemilih/  

Dukungan  

Verifikasi  dukungan  tidak  mencocokkan  

dengan  B.1.1  KWK dengan  B.1  KWK 

 
6 

Verifikasi  Dukungan  Gan -  

da 

Verifikator  KPU tidak  mengeluarkan  

dukungan Ganda di B.1.1 KWK/ tidak  

menghitung  dukungan  ganda  

 

7 
Verifikasi  Jumlah  Dukun -  

gan  

KPU/Verifikator  tidak  menghitung  

jumlah  dukungan  secara  rinci  
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8 
Verifikasi  Faktual  Dukun -  

gan  

Peniliti/Verifikator tidak melakukan  

Faktual  sesuai  dengan  alamat  dukungan  

 

 
9 

 

Verifikasi ASN/Keterli -  

batan  ASN 

Peneliti/Verifikator  memberikan  MS pada  

dukungan yang terindikasi dengan ASN  

dan keterlibatan ASN dukungan dengan  

pasangan yang diusung oleh Partai  

Politik  

10  Mahar  Politik  
Terjadi  transaksi  mahar  politik  untuk  

mendapatkan  dukungan  

Tabel  2 -  Indeks  Kerawanan  Pencalonan  

 

b.  Perencanaan  Pengawasan  

1)  Fokus  Pengawasan  

Perencanaan tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan  

Pasangan Perseorangan, melakukan berbagai koordinasi dan  

bersurat ke KPU Kab/Kota, untuk dapat mengikuti aturan KPU  

yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  

NomorPeraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan  

Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota. Dalam hal ini fokus  

Pengawasan Tahapan Pencalonan sesuai dengan Perbawaslu 4  

Tahun  2020  pasal  20  yaitu:  

a)  Pendaftaran  bakal  pasangan  calon  

b)  Penelitian  Persyaratan  Calon  

c)  Penyerahan  Perbaikan  Syarat  Calon  dan  Penelitian  Perbaikan  

Syarat  Calon  

d)  Penetapan  Pasangan  Calon  dan  Pengundian  Nomor  Urut  
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Adapun beberapa hal yang harus juga jadi perhatian pada  

fokus  pengawasan  pada  Tahapan  Pencalonan  ini  adalah:  

 
a)  Mobilisasi  ASN untuk  mendukung  bakal  calon  tertentu  

b)  ASN/ Aparatur Pemerintah Daerah yang bertindak tidak  

netral untuk mendukung pencalonan bakal calon Wali  

Kota  dan  Wakil  Wali  Kota.  

c)  Penggunaan anggaran daerah untuk biaya pencalonan  

bakal  calon  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota.  

d)  Intimidasi kepada masyarakat untuk mendukung bakal  

calon  tertentu.  

e)  Penyelenggara Pemilu memiliki hubungan kekerabatan  

dengan  calon  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota.  

f)  Partai Politik tidak melakukan rekrutmen secara terbuka  

untuk  calon  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota.  

g)  Partai Politik mengusung calon bukan dari hasil rekrutmen  

terbuka  calon  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota.  

h)  Calon  melakukan  pemalsuan  dokumen  persyaratan  pada  

saat  proses  pencalonan.  

i)  Massa  pendukung  yang  turut  mengantar  bakal  calon  

menuju  kantor  KPU dan  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan  

pencegahan  penyebaran  Covid -19.  

2)  Strategi  Pengawasan  

Semua proses pengawasan diawali dengan pencegahan.  

Untuk  itu  harus  adanya  strategi  yang  dilakukan  pada  saat  

melakukan  pengawasan  adalah:  
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a)  Melakukan seluruh proses sesuai peraturan perundang-undangan  

b)  Melakukan  koordinasi  dengan  KPU 

c)  Mendokumentasikan  seluruh  pelaksanaan  Tahapan  

Pencalonan  

d)  Menuangkan  hasil  pengawasan  ke  dalam  Formulir  Model  A 

 
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan 

Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai 

Politik 

a.  Pencegahan  

Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh 9 Bawaslu  

Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dilakukan  tindakan  

pencegahan  sebagai  berikut:  

1)  Melakukan  koordinasi  dengan  KPU tentang  jadwal  

pendaftaran bakal pasangan calon pada Pemilihan Kepala  

Daerah  Tahun  2020.  

2)  Memastikan  semua  dokumen  yang  disampaikan  oleh  bakal 

calon melalui LO telah terpenuhi sesuai peraturan  

perundang -undangan  yang  berlaku.  

3)  Menyampaikan  hal -hal  teknis  yang  akan  menimbulkan  

pelanggaran dalam proses tahapan pencalonan kepada  

KPU. 

4)  Memeriksa dengan teliti setiap dokumen yang diserahkan  

oleh  bakal  calon  kepada  KPU dan  merekomendasikan  

perbaikan  apabila  ditemukan  adanya  kekurangan  atau  

kesalahan  administratif.  
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B. AKTIVITAS  PENGAWASAN 

1)  Pencalonan  Perseorangan  

Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh 9 Bawaslu  

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memang tidak  

sepenuhnya terpenuhi atau tidak semua pengawasan Verifikasi  

faktual  Bakal  Pasangan  Calon  Perseorangan  dapat  diawasi  

dikarenakan  jumlah  verifikator/peneliti  dari  KPU tidaklah  

berbanding  lurus  dengan  jumlah  Pengawas  baik  di  tingkat  

Kecamatan  maupun  di  tingkat  Kelurahan/Desa.  

Adapun  aktivitas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  

Kabupaten/Kota  yaitu:  

a)  Melakukan  pengawasan  penetapan  persyaratan  pencalonan  

bagi  calon  perseorangan.  

b)  Melakukan  pengawasan  penyerahan  mandat  bakal  pasangan  

calon  perseorangan.  

c)  Melakukan pengawasan penyerahan berkas dukungan bakal  

pasangan  calon  perseorangan  dan  pengecekan  jumlah  

dukungan dan sebaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun  

2020.  
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Rekapitulasi  Pencalonan  Perseorangan  Pada Pilkada  2020  

Se-Kalimantan  Timur  
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1 

 
Sama -  
rinda  

DR. Ir.  H.  
ZAIRIN  

ZAIN  M.Si  

H. SAR -  
WONO 
SP, MM 

20  
Feb-  
ruari  
2020  

 
10.49  
WITA  

 
43.977  

 
69.686  

 
69.686  

 
-  

 
10/59  

 

2 

 
Sama -  
rinda  

PARAWAN-  
SA AS -  

SONOWO-  
RA, S.Pd,  

MA 

Ir.  

MARKUS 
TARUK 
ALLO 

23  

Feb-  
ruari  
2020  

 
17.19  

WITA  

 

43.977  

 

51.714  

 

51.714  

 

-  

 

10/59  

 
3 

 
Sama -  
rinda  

Hj. SITI  
QOMARIAH,  

SE, MM 

ANSA-  
RULLAH, 

SE 

23  
Feb-  
ruari  
2020  

 
10.45  
WITA  

 
43.977  

 
44.297  

 
35.208  

 
8.769  

 
10/59  

 
4 

 
Balikpa -  

pan  

Drs. Sole -  
huddin  
Siregar  

 
Muham -  
mad  , SH 

23  
Feb-  
ruari  
2020  

 
23:46  
WITA  

 
39.450  

 
29.702  

 
33.609  

 
9.748  

 
6/34  

 
5 

Kutai  
Kar -  

taneg -  
ara  

Drs. Eddy  
Subandi,  

MM 

 
Junaid -  

i,SE 

19  
Feb-  
ruari  
2020  

 
08.00  
WITA  

 
41.273  

 
44.777  

 
44.777  

 
-  

 
18/237  

 
6 

Kutai  
Kar -  

taneg -  
ara  

H.M. Ghu -  
fron  Yusuf,  

SH.,MH  

Ida  
Prahas -  
tuty,S.  

Sos.,M.Si  

19  
Feb-  
ruari  
2020  

 
10.05  
WITA  

 
41.273  

 
46.033  

 
46.033  

 
-  

 
15/200  

 
7 

 
Kutai  
Timur  

H. Sayy -  
id Abdal  
Nanang  Al 

Hasni  

Dr. Ir.  
Rusmiya -  

ti,  MP 

22  
Feb-  
ruari  
2020  

 
10.48  
WITA  

 
22.733  

 
25.653  

 
25.653  

 
-  

 
18/141  

 
8 

 
Kutai  
Barat  

Martinus  
Herman  

Kenton,SH  

H.  

Abdul  
Azizs,  
SE, MM 

22  

Feb-  
ruari  
2020  

 
10.00  
WITA  

 
11.488  

 
13.720  

 
13.720  

 
-  

 
16/194  
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9 

 

Paser  

 
H. Jurisa  

Fahrozi,  ST 

Hj.  
Syarifah  
Masitah  
Assegaf,  

SH 

19  

Feb-  
ruari  
2020  

 
09.59  
WITA  

 

18.583  

 

23.020  

 

23.020  

 

-  

 

10/140  

 

10  

 

Paser  

 
H. Toni Budi  

Hartono  

Drs. H.  
Aji Sayid  
Fathur  

Rahman,  
M.Si  

22  

Feb-  
ruari  
2020  

 
14.00  
WITA  

 

18.583  

 

25.631  

 

24.410  

 

-  

 

10/140  

 
11  

 
Paser  

H. Her -  
mawan  Seti -  

awan,  SH 

 
Hj. Nor  
Asiah  

23  
Feb-  
ruari  
2020  

 
22.00  
WITA  

 
18.583  

 
20.021  

 
14.049  

 
4.534  

 
10/140  

 
12  

Ma-  
hakam  

Ulu  

 
Luhat  

Juan,S.Sos  

Ir.Yoseph  
Nyangun  

Alui  

21  

Feb-  
ruari  
2020  

 
10.44  
WITA  

 
2.385  

 
2.407  

 
2.477  

 
293  

 
5 

JUMLAH 23.344   

Tabel  3 -  Rekapitulasi  Pencalonan  

 

Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  12  pasangan  

calon  perseorangan  yang  melakukan  pendaftaran  ke  KPU 

kabupaten/Kota  di  9 Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  

Kalimantan Timur. Dalam seiring proses tahapan ada beberapa  

pasangan calon yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi  

syarat.  

 
Rekapitulasi  Jumlah  Penyerahan  Syarat  Dukungan  Bakal  Calon  Perseorangan  

Pilkada  Serentak  2020  Di  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  

 

NO KAB / KOTA 
PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASLON 

JUMLAH BAPASLON DITERIMA DITOLAK 

1 SAMARINDA  3 2 1 

2 BALIKPAPAN  1 0 1 

3 KUKAR 2 2 0 

4 KUTIM  1 1 0 

5 KUBAR 1 1 0 
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6 PASER 3 2 1 

7 MAHULU 1 1 0 

TOTAL 12  9 3 
 

Tabel  4 -  Rekapitulasi  Penyerahan  Syarat  Dukungan  

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 9 dari total 12  

bakal pasangan calon perseorangan yang melakukan penyerahan  

dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020  

dan diterima serta terdapat 3 bakal pasangan calon perseorangan  

yang  ditolak.  

 
Rekapitulasi  Data  Bapaslon  Perseorangan  Yang  Dinyatakan  Ms /  Tms  Oleh  

Kpu Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Wilayah Kalimantan Timur  

Sejak  Penyerahan  Syarat  Dukungan  Hingga  Rekap  Hasil  Verfak  Dukungan  

Perbaikan  
 

 
NO 

 
KAB/  
KOTA 

JUMLAH 
BA-  

PASLON 

 
NAMA BA -  

PASLON 

ME-  

MENUHI  
SYARAT 

(MS)  

TIDAK ME-  

MENUHI  
SYARAT 
(TMS)  

 
KETERANGAN 

 
 

 
 

 

1 

 
 

 
 

 
Sama -  
rinda  

 
 

 
 

 

3 

DR.  Ir.H  Zai -  
rin  Zain  M.Si  

-  H. Sarwono  
SP, MM.  

 
MS 

 
-  

 
-  

Parawansa  
Assoniwora,  
S.Pd,  MA -  Ir.  
Markus Taruk  
Allo  

 

-  

 

TMS 

 
TMS pada Rekap  
Verfak  Perbaikan  

Hj.  Siti  oma -  
riah,  SE. MM 
-  Ansarullah,  
SE. 

 

-  

 

TMS 

Ditolak pada  

rekap penyera -  
han dukungan  
karena kurang  
syarat  dukungan  

 

2 

 
Balik -  
papan  

 

1 

Drs.  H.M  

Solehuddin  
Siregar.  MM 
-  H.  Muham -  
mad,  S.H.  

 

-  

 

TMS 

Ditolak pada  
rekap penyera -  
han dukungan  
karena kurang  
syarat  dukungan  
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3 

 

 
Kutim  

 

 
1 

H.  Sayy -  
id Abdal  
Nanang  Al 
Hasni  -  Dr.  Ir.  
Rusmiyati,  
MP 

 

 
-  

 

 
TMS 

 

TMS pada Rekap  

Verfak  Perbaikan  

 

 

 
4 

 

 

 
Kukar  

 

 

 
2 

H.M. Ghufron  

Yusuf, SH.,  
MM -  Ida  
Prahastuty,  
S.Sos  

 

-  

 

TMS 

 
TMS pada Rekap  
Vermin  Perbaikan  

Drs. Eddy  
Subandi,  MM 
-  Junaidi, SE.  

 
-  

 
TMS 

TMS pada Rekap  
Vermin  Perbaikan  

 
 

 
 

 

 
5 

 
 

 
 

 

 
Paser  

 
 

 
 

 

 
3 

H. Jurisa  
Fahrozi,  S.T 
-  Hj. Syarifah  
Masitah As -  
segaf,  SH.  

 

-  

 

TMS 

 
Mengundurkan  
Diri  

H. Tony Budi  

Hartono -  
Drs. H. Aji  
Sayid Fathur  
Rahman,  M.Si  

 

MS 

 

-  

 

-  

H. Herman  
Setiawan,  
SH -  Hj.  Nor  
Asiah  

 

-  

 

TMS 

Ditolak pada  
rekap penyera -  
han dukungan  
karena kurang  
syarat  dukungan  

 
6 

Mahu -  
lu  

 
1 

Luhat Juan,  
S.Sos  -  Ir.  
Nyangun  Alui  

 
-  

 
TMS 

Mengundurkan  
Diri  

 

7 

 
Kutai  
Barat  

 

1 

Martinus  

Herman  Ken -  
ton, SH -  H.  
Abdul Aziz,  
SE.,  MM.  

 

MS 

 

-  

 

-  

JUMLAH 12  -  3 9 -  

Tabel  5 -  Rekapitulasi  Data  Bapaslon  Perseorangan  
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Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 9  

pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dalam pencalonan  

bakal  calon  perseorangan  di  9 Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  

Kalimantan Timur. Kemudian hanya terdapat 3 bakal pasangan  

calon yang memenuhi syarat dalam pencalonan dan masuk  

dalam  pesta  demokrasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  Tahun  

2020  yaitu  1 bakal  pasangan  calon  dari  Kota  Samarinda,  1 bakal  

pasangan calon dari Kabupaten Paser dan 1 bakal pasangan calon  

dari  Kabupaten  Kutai  Barat.  

 

2)  Pencalonan  Partai  Politik  

Adapun  aktivitas  pengawasan  yang  dilakukan  Bawaslu  

Kabupaten/Kota  dalam  pencalonan  partai  politik  yaitu:  

a)  Melakukan  pengawasan  tidak  langsung  terkait  pengumuman  

pendaftaran  bakal  pasangan  calon.  

b)  Melakukan  pengawasan  pendaftaran  pencalonan  di  kantor  

KPU Kabupaten/Kota.  

c)  Melakukan  pengawasan  perpanjangan  Pendaftaran  

Pencalonan  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020.  

d)  Memastikan  keterpenuhan  kursi  Partai  politik  pengusung  di  

DPRD Kabupaten/Kota  

e)  Melakukan  pengawasan  penetapan  pasangan  calon  yang  

memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah  

Tahun  2020.  
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Rekapitulasi Pengawasan  Pendaftaran Pasangan  Calon  Pada Pilkada  

Serentak  2020  
 

 
No 

 
Kab/  
Kota  

 
Nama Pasangan  
Calon  

 
Partai  Pengusung  

20% dari  

Jumlah  
Kursi  
DPRD 

Jumlah Ke -  
terpenuhan  
Kursi  

 

 
 

 
1 

 

 
 
 
Sama -  
rinda  

DR.  H.  Andi  Harun  

-  DR. H. Rusmadi  
Wongso  

GERINDRA,  PDIP,  

NASDEM, PKS,  
PKB, PPP, HANU -  
RA 

 
9 

 
31  

DR. Ir.H  Zairin  Zain  
M.Si -  H. Sarwono  
SP, MM.  

PERSEORANGAN  
-  

 
-  

M Barkati, S.Sos  

dan H.M. Darlis  
Pattalongi, S.Hut,  
M.Si  

PAN, GOLKAR, 
DEMOKRAT 

 
9 

 
14  

 
2 

 
Balik -  
papan  

Rahmad  Mas'ud  -  
Tohari  Aziz,  SH 

GOLKAR, PDIP,  

PKS, DEMOKRAT,  
GERINDRA, PPP,  
PKB, PERINDO 

 
9 

 
40  

 

 

3 

 

 
Bon -  
tang  

Neni  Moerniaeni  ï 
Joni  

GOLKAR, NAS -  

DEM, GERINDRA,  
PKS, PAN, HAN -  
URA, PPP, BERK-  
ARYA 

 

5 

 

20  

Adi  Darma  -  Basri  
Rase 

PKB, PDIP 
5 5 

 

 

 
4 

 

 

Kutai  

Barat  

FX. Yapan, SH -  
Edyanto Arkan,  
SE. 

PDI, HANURA,  

DEMOKRAT, NAS -  
DEM, PERINDO,  
GOLKAR, PKS,  
GERINDRA,  PAN 

 

2 

 

24  

Martinus  Herman  
Kenton dan Abdul  
Azizs  

PERSEORANGAN  
-  

 
-  

 

 
5 

 
Ma-  
hakam  
Ulu  

Bonifasius Bela -  

wan Geh, SH -  Drs  
Yohanes Avun,  
M.Si.  

GERINDRA, GOL -  
KAR, DEMOKRAT,  
PKB 

 
4 

 
16  

Drs.  Y. Juan  Jenau  
dan  Indra  Jaya,  ST 

PDI-P 
4 4 
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6 

 
 

 
 

 

Paser  

dr. Fahmi Fadli -  
Hj.  Syarifah  Masi -  
tah  Assegaf,  SH 

GOLKAR,  PKB  
6 

 
11  

H. Tony Budi  

Hartono -  Drs. H.  
Aji Sayid Fathur  
Rahman,  M.Si  

PERSEORANGAN  
-  

 
-  

Ir.Sulaiman  
Eva Merukh,  
M. AP -  Ikhwan  
Wirawan,SE  

PDIP, PBB, PPP, 
PAN 

 
6 

 
6 

Alphad  Syarif  -  Ar-  
bain  M. Noor  

DEMOKRAT, BER -  
KARYA, NASDEM,  
PKS, GERINDRA  

 
6 

 
13  

 

 
7 

 

 
Berau  

Hj.  Seri  Marawiyah,  
S.Pd,  M.Pd.  -  H.  
Agus  Tantamo  

GOLKAR, PDIP,  
NASDEM,  HANU-  
RA 

 
6 

 
16  

H. Muharram, S.Pd,  
MM -  H. Gamalis,  
SE 

PKS, PPP, 
DEMOKRAT, PAN  

 
6 

 
13  

 

8 

Kutai  
Kar -  
taneg -  
ara  

Edi Damansyah,  
M.Si -  H Rendi  
Solihin  

PDIP, GOLKAR,  

PKS, PAN, PER -  
INDO, HANURA,  
PPP, NASDEM,  
DEMOKRAT 

 

9 

 

40  

 

 
 

 
9 

 

 
 
 
Kutai  
Timur  

H.  Mahyunadi  -  H.  
Lulu  Kinsu  

GOLKAR, PDIP,  

NASDEM, GERIN -  
DRA, PAN, PKB,  
GELORA 

 
8 

 
23  

Drs. H.  Ardiansyah  
Sulaiman,  M.  Si -  H.  
Kasmidi Bulang,  
ST.,  MM 

DEMOKRAT, PKS,  
BERKARYA 

 
8 

 
8 

Awang Ferdian  
Hidayat  -  Uce Pra-  
setyo  

PPP  
8 

 
9 

 

Tabel  6 ï Rekapitulasi  Pengawasan  Pasangan  Calon  

 

Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  20  pasangan  

calon yang memenuhi syarat pencalonan dan masuk ke dalam  

pesta  demokrasi  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  Tahun  
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2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari 20 pasangan  

calon  tersebut  ada  2 Kabupaten/Kota  yang  hanya  memiliki  calon  

tunggal  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  Tahun  2020  

di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  yaitu  Kota  Balikpapan  dan  

Kabupaten  kutai  Kartanegara.  

Pada perjalanannya  pesta  demokrasi  Pemilihan  Kepala  

Daerah  di  9 Kabupaten/Kota  terdapat  pergantian  beberapa  

pasang calon yang dikarenakan salah satu Bupati/Walikota dan  

Wakil  Bupati/Wakil  Walikota  berhalangan  tetap  karena  meninggal  

dunia. Berikut data rekapitulasi pasangan calon yang berhalangan  

tetap  atau  meninggal  dunia:  

 

Rekapitulasi Pasangan Calon Berhalangan Tetap/Meninggal Dunia Pada  

Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020  
 

No Kab/Kota Pasangan Awal Pasangan Pengganti 

 

1 
 

Berau  
H.  Muharram,  S.Pd,  MM 
-  H.  Gamalis,  SE 

Hj.  Sri  Juniarsih  Mas,M.  
Pd ï H.Gamalis,  SE 

2 Bontang  Adi  Darma  -  Basri  Rase Basri  Rase ï Najirah  

 
3 

 
Balikpapan  

 
Rahmad  Mas'ud  -  To-  
hari  Aziz,  SH 

Rahmad  Mas'ud  ï (Ma -  

sih dalam proses per -  
gantian)  

Tabel  7 -  Rekapitulasi  Pasangan  Calon  Berhalangan  
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3.  Hasil -hasil  Pengawasan  Tahapan  Pencalonan  Pas- 

angan  calon  Perseorangan  dan  Pasangan  Calon  

Partai  Politik  

a. Temuan 

Pada tahapan  pendaftaran  pencalonan  Pada Pemilihan  

Kepala  Daerah  Tahun  2020  terdapat  beberapa  temuan  seperti:  

ậ Verifikasi syarat pencalonan tidak dilakukan sesuai dengan  

ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang -  

undangan.  

ậ Tidak diumumkannya dokumen Pasangan Calon dan dokumen  

Calon  di  laman  KPU untuk  memperoleh  tanggapan  dan  

masukan  masyarakat.  

ậ Verifikasi  faktual  syarat  calon  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  

ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang -  

undangan.  

ậ Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tidak berdasarkan  

hasil  pemeriksaan  medis  (tidak  hasil  sebenarnya).  

ậ Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian  

dokumen hasil Verifikasi dan P enyerahan Dokumen perbaikan  

syarat  Calon.  

ậ Tidak diumumkannya dokumen perbaikan syarat Calon di  

laman  KPU. 

ậ Pengawasan  juga  dilakukan  di  Aplikasi  SILON  (Sistem  

Informasi  Pencalonan)  KPU Kota  Samarinda.  
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b. Rekomendasi 

Berdasarkan  temuan  Pengawasan  Bawaslu  Kabupaten/  

Kota pada saat Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual  

Perseorangan  serta  Verifikasi  Syarat  Calon  dan  Pencalonan  pada 

pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan maupun  calon 

partai politik maka dengan ini Bawaslu Kab upaten/Kota  

memberikan rekomendasi perbaikan atau rekomendasi ke KPU  

Kabupaten/Kota untuk di tindal lanjuti, hal yang paling menjadi  

fokus  Bawaslu  Kabupaten/Kota  terhadap  temuan  tersebut  adalah  

fokus  pada  ASN,  Penyelenggara  yang  diduga  dukungan  tersebut  

di palsukan oleh Tim dari Perseorangan atau dengan kata lain  

nama Pencatutan Nama Penyelenggara yang terdepat di B.1 -KWK 

penyelenggara tersebut baik dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan  

KPU Kabupaten/Kota.  

Selain itu Bakal Pasangan Calon juga mendapatkan Surat  

Teguran  Tertulis  Nomor  273/5758/BPPOD/III  dari  Gubernur  

Provinsi  Kalimantan  Timur  tentang  pelanggaran  protokol  

kesehatan  yaitu:  

ñSelaku bakal  pasangan  calon  Kepala  Daerah  dalam  Pilkada  

SerentakTahun2020yangpadasaatpendaftaranmengikutsertakan  

berbagai pihak dan melakukan kegiatan yang menyebabkan  

terjadinya kerumunan massa dan bertentangan dengan upaya  

pemerintah dalam menanggulangi serta memutus mata rantai  

penularan  wabah  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid -19).ò 

 
c. Tindak Lanjut Rekomendasi 

Pelak sanaan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu  

Kabupaten/Kota  kepada  KPU Kabupaten/Kota.  Kemudian  KPU 
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Kabupaten/Kota menindak lanjutinya dengan mengumumkan  

kepada  partai  politik  yang  tidak  terdaftar  sebagai  partai  

pengusung  untuk  dapat  meninggalkan  ruangan.  

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota  

temuan  tersebut  sudah  ditindak  lanjuti  oleh  KPU Kabupaten/Kota  

sebagai salah satu penyelenggara teknis Pemilihan Kepala Daerah  

Tahun  2020,  dan  berdasarkan  temuan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  

yang terkait dengan dukungan perseorangan yang diduga dari  

penyelenggara di tangani oleh Divisi Penindakan Pelanggaran  

Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah dilakukan penanganan oleh  

Divisi  Bawaslu  Kabupaten/Kota  bersama  sentra  Gakkumdu  

Bawaslu Ka bupaten/Kota bahwa dugaan Pelanggaran tersebut  

tidak dapat dilanjuti atau keproses penyelidikan dikarenakan tidak  

memenuhi  unsur  sesuai  dengan  UU Pemilihan.  

 
4.  Dinamika  permasalahan  tahapan  Pencalonan  Pas- 

angan  calon  Perseorangan  dan  Pasangan  Calon  

Partai  Politik  

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap  

melanjutkan  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  akan  diselenggarakan  

pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya  

Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk  

memilih 9 Gubernur, 224 Bupati, dan 37 Walikota secara serentak.  

Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID -19, Komisi Pemilihan  

Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan  

Pilkada  Serentak  2020.  

Namun  akibat  pandemi  COVID -19  ini,  KPU akhirnya  

mengeluarkan  surat  keputusan  KPU Nomor:  179/PL.02 -kpt/01/  
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KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa  

tahapan  Pilkada  2020,  di  antaranya  verifikasi  syarat  dukungan  calon  

perseorangan. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat  

menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik  

yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya,  

penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk  

menyiapkan  persyaratan  dukungan  sebagai  calon  perseorangan.  

Partai  politik  juga  bisa  relatif  mengalami  relaksasi  dalam  melakukan  

proses  rekrutmen  calon  kepala  daerah.  

Masalahnya,  dampak  positif  itu  tidak  terlalu  signifikan  

mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan  

hanya  bergerser  tiga  bulan,  dari  23  September  menjadi  9 Desember  

2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat  

kenaikan jumlah kasus positif COVID -19 belum melandai dan  

usai.  Apalagi  hingg a hari  ini  belum  ada  kepastian  kapan  pandemi  

ini  akan  berakhir.  Kesan  adanya  paksaan  atas  keluarnya  Perppu  

Nomor  2 Tahun  2020.  

Setelah berbagai proses yang berada dipusat serta Rapat  

dengan  Pendapat  Pemilihan  atau  Pilkada  2020  dilanjutkan  

kembali Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang  

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak  

Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona  

Virus  Disease  2019  (Covid -19)  dan  Perpu  2 Tahun  2020.  

Proses  tahapan  Pencalonan  yang  dimulai  dari  tahapan  

verifikasi administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sampai  

dengan  Proses  Verifikasi  faktual  Bakal  calon  Perseorangan  telah  

dilalui  dan  diawasi  secara  melekat  oleh  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  
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Bawaslu  Kabupaten/Kota  kembali  melanjutkan  Pengawasan  

setelah  tahapan  sebelumnya  tertunda.  

Tahapan  yang  dilanjutkan  sesuai  dengan  PKPU Nomor  5 Tahun  

2020  Tentang  perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  

Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan,  

Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  Wakil  

Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  

Walikota  Tahun  2020.  

Tahapan  yang  diwali  setelah  penundaan  adalah  Pemenuhan  

Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan subtahapan  

Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan  

pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020.  Dinamika  yang  muncul  

pada saat Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Bakal  

Pasangan  Calon  Perseorangan  adalah  pada  masa  Pandemi  Covid  

19  tentunya  pada  saat  Verifikasi  administrasi  Pengawasan  tidak  

akan bisa secara langsung  berdampingan dengan Verifikator dari  

KPU dan Pengawasan tidak bisa melihat secara dekat B.1. KWK  

dan  B.1.1  KWK,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam  Pengawasannya  

melakukan koordinasi dengan Komisioner KPU bagian Teknis  

bahwa jika ada Verifikator yang mengalami kendala agar Bawaslu  

dilibatkan secara langsung untuk melihat dokumen yang tidak  

bisa terbaca atau temuan yang unsur dari ASN , Penyelenggara  

atau  pun  hal -hal  lainnya  yang  tidak  termasuk  Memenuhi  Syarat.  

Hal  lainnya  Bawaslu  Kabupaten/Kota  pada  saat  pengawasan  

Verifikasi  Faktual  Dukungan  Perseorangan  adalah  jumlah  Peneliti  

Verfak yang di bentuk Oleh KPU Kabupaten/Kota pengawasan  

Bawaslu  Kabupaten/Kota  saat  melakukan  Verfak  di  tingkat  

Kelurahan  bersama  jajaran  dibawahnya.  Kendala  yang  ditemui  
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pada saat verifikasi faktual masa pendemi adalah masyarakat  

yang  masih  ketakutan  berdekatan  atau  menolak  memasuki  rungan  

warga yang akan diverfak meskipun penyelenggara baik dari  

Bawaslu maupun dari KPU sudah memakai Alat Pelindung Diri  

(APD)  yang  sudah  standard  dan  dilengkapi  dengan  handsaniteser  

hal tersebut yang mengalami kendala adalah pada saat verfak  

dilakukan pendukun g yang sesuai dengan B.1.1 KWK sebagai data  

yang  dibawa  saat  verfak  adalah  tidak  mengakui  mendukung  dan  

tidak  mau  bertandatangan  di  BA.5  KWK.  

Pandemi  Covid  19  menjadi  permasalahan  utama  yang  

mengharuskan jaga jarak membuat masyarakat ketakutan dan  

menutup diri dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya  

sehingga menghambat verifikasi faktual. Dan dinamika untuk  

pasangan  calon  yang  diusung  oleh  Partai  Politik  tidak  mengalami  

kendala yang signifikan hanya pengawasan mahar Politik yang  

sampai  saat  ini  susah  untuk  dilakukan  dan  metode  pengawasan  

pun  masih  mengalami  kendala  untuk  masuk  ke  ranah  Partai  Politik.  

 

5.  Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan  

SubTahapan  Pencalonan  Calon  Perseorangan  dan  

Partai  Politik  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020  

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan  

Pencalonan  Calon  Perseorangan  dan  Partai  Politik  Pemilihan  

Kepala  Daerah  Tahun  2020.  Bawaslu  Kabupaten/Kota  pada  

pengawasannya  tahapan  dan  subtahapan  Pencalonan  

Perseorangan  dan  Partai  Politik.  

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota  

pada  tahapan  Pencalonan  dimasa  Pandemi  covid  19  ada  beberapa  
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point  yang  menjadi  refrensi  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sebagai  

berikut  :  

a)  Penyerahan  berkas  yang  terlalu  singkat  

b)  Pemeriksaan/verifikasi Administrasi dengan waktu 24 jam  

(Perseorangan);  

c)  Tidak  adanya  regulasi  spesifik  yang  mengatur  terkait  dengan  

penyelenggara  yang  masuk  dukungan  perseorangan;  

d)  Verifikasi faktual agar dilaporannya dilakukan secara online  

(Aplikasi)  

e)  Pemb erian akses untuk mengakses SIPOL terlambat diberikan  

kepada  Bawaslu;  

f)  Regulasi yang mengatur pengawasan Mahar Politik secara  

spesifik  belum  ada;  

g)  Pemeriksaan dokumen persyaratan calon dari Partai politik  

untuk dapat dihadirkan atau bekerjasama dengan Stakeholder  

khususnya  dari  Dinas  Pendidikan.  

Demikian Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan  

SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik  

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Pelaksanaan Pem ilihan  

Kepala  Daerah  serentak  agar  lebih  baik  lagi  kedepannya.  

 
C. PELAKSANAAN TAHAPAN  KAMPANYE 

Pelaksanaan  Tahapan  Kampanye  sesuai  dengan  PKPU 

Nomor 5 Tahun 2020 dimana PKPU tersebut adalah perubahan  

yang ketiga. Tahapan kampanye pada PKPU Nomor 5 Tahun  

2020  dimulai  pada  tanggal  26  September  2020  sampai  dengan  5 
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Desember 2020. Tahapan kampanye pada Pilkada Serentak Tahun  

2020 ini berbarengan dengan Pandemi Covid -19 yang sebarannya  

sudah  merata  ke  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai  

upaya  dan  pola  pencegahan  Covid -19  agar  seluruh  jajaran  

penyelenggara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terhindar  

dari Covid -19 salah satunya dengan turut merekomendasikan  

Bawaslu  Kabupaten/Kota  untuk  mengadakan  Alat  Pelindung  Diri  

(APD), Vitamin, serta Rapid Test Covid -19 secara berkala bagi  

seluruh jajaran hingga tingkat Pengawas Tempat Pemungutan  

Suara  (PTPS).  

 
1.  Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub  

Tahapan  Kampanye  

a. Kerawanan -Kerawanan  IKP  

Segala Hal yang mengganggu atau menghambat proses  

Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis  

adalah  sebagai  Alat  untuk  :  

ậ Mengetahui  dan  mengidentifikasi  ciri,  karakteristik,  dan  

kategori  kerawanan  

ậ Alat  pemetaan,  Pengukuran  potensi,  Prediksi,  dan  Deteksi  Dini  

ậ Pemetaan  Kerawanan  saat  terjadinya  pandemi  Covid -19  

(Bencana  Non  Alam)  

Ada 4 dimensi kerawanan pada Pilkada Serentak Tahun  

2020, yaitu Konteks Sosial dan Politik, Pemilu yang Bebas dan  

Adil,  Kontestasi  dan  Partisipasi.  

ậ Konteks  Sosial  dan  Politik  memiliki  Sub  Dimensi  berupa  



 

Keamanan  Lingkungan,  Otoritas  Penyelenggara  Pemilu,  

Otoritas Penyelenggara Negara dan Relasi Kuasa di Tingkat  

Lokal;  

ậ Pemilu  yang  Bebas  dan  Adil  memiliki  Sub  Dimensi  berupa  Hak  

Pilih,  Dukungan  Infrastruktur  Teknologi  dan  Sistem  Informasi;  

ậ Kontestasi memiliki Sub Dimensi berupa Hak Politik dan Proses  

Pencalonan;  

ậ Partisipasi  memiliki  Sub  Dimensi  berupa  Partisipasi  Partai  

Politik  dan  Partisipasi  Publik.  

Konteks  Pilkada  di  tengah  pandemi  juga  memiliki  indikator -  

indikator  kerawanan terhadap hal -hal sebagai berikut :  

ậ Penyelenggara  Pemilu  terinfeksi  Covid -19;  

ậ Penyelenggara  Pemilu  yang  meninggal  karena  Covid -19;  

ậ Penyelenggara  Pemilu  yang  tidak  melaksanakan  protokol  

kesehatan  dalam  melaksanakan  tugas;  

ậ Lonjakan  pasien  Covid -19;  

ậ Lonjakan  pasien  Covid -19  meninggal  dunia;  

ậ Informasi  tentang  pasien  Covid -19  tidak  tertangani  oleh  

fasilitas  kesehatan;  

ậ Penyelenggara  pemilu  mengundurkan  diri  terkait  Covid -19  

(tertular,  khawatir  tertular,  pencegahan  pribadi,  dll);  

ậ Masyarakat,  tokoh  masyarakat/organisasi  kemasyarakatan  

menolak  penyelenggaraan  Pilkada  di  tengah  pandemi;  

ậ Perubahan  status  wilayah  terkait  pandemi.  

Terhadap Kerawanan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,  

Bawaslu  Republik  Indonesia  telah  mel akukan  pemetaan  dengan  

bentuk  sur ve
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Kota yang mengadakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Basis  

kerawanan di Provinsi Kalimantan Timur tergolong Kerawanan  

Sedang  dengan  nilai  46,44.  

Angka tersebut adalah akumulasi agregatif dari 4 dimensi  

di  9 Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  

mengadakan Pilkada Serentak tahun 2020. Rincian dari  Hasil  

yang didapatkan dari pemetaan tersebut di Wilayah Provinsi  

Kalimantan  Timur  adalah  sebagai  berikut:  

Gambar  1 -  Basis  Kerawanan  

Dari  nilai  Basis  Kerawanan  tersebut  kemudian  terpecah  lagi  

menjadi  rincian  per  dimensinya  yaitu  :  

1)  Dimensi  Konteks  Sosial  dan  Politik  mendapatkan  nilai  46,19  

dengan  rincian  di  setiap  kabupaten/kota  sebagai  berikut  :  
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Gambar  2 -  Dimensi  Konteks  Sosial  dan  Politik  

Basis  kerawanan  Konteks  Sosial  dan  Politik  tertinggi  terdapat  

di Kabupaten Paser dan terendah di Kabupaten Kutai Timur,  

Konteks  Sosial  dan  Politik  memiliki  Sub  Dimensi  sebagai  berikut:  

 

Gambar  3 -  Sub  Dimensi  Konteks  Sosial  dan  Politik  

 

 

 

 
2)  Dimensi  Penyelenggara  Pemilu  yang  Bebas  dan  Adil  

mendapatkan nilai 46,47 dengan rincian di setiap kabupaten/  

kota  sebagai  berikut  :  
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Gambar  4 -  Dimensi  Penyelenggara  Pemilu  yang  Bebas  dan  Adil  

 

Basis  kerawanan  Penyelenggara  Pemilu  yang  Bebas  dan  

Adil tertinggi terdapat di Kabupaten Paser dan terendah di Kota  

Bontang, Dimensi Penyelenggara Pemilu yang Bebas dan Adil  

memiliki  Sub  Dimensi  sebagai  berikut  :  

Gambar  5 -  Sub  Dimensi  Penyelenggara  Pemilu  yang  Bebas  dan  Adil  

 

 

 
3)  Dimensi  Kontestasi  mendapatkan  nilai  38,99  dengan  rincian  di  

setiap  kabupaten/kota  sebagai  berikut  :  
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Gambar  6 -  Dimensi  Kontestasi  

Basis  kerawanan  Kontestasi  tertinggi  terdapat  di  Kabupaten  

Paser dan Kota Balikpapan kemudian terendah di Kabupaten  

Mahakam  Ulu,  Berau,  Kutai  Kartanegara  dan  Kutai  Timur  serta  di  

Kota  Samarinda  dan  Kota  Bontang,  Dimensi  Kontestasi  memiliki  

Sub  Dimensi  sebagai  berikut  :  

 

Gambar  7 -  Sub  Dimensi  Kontestasi  

4)  Dimensi  Partisipasi  mendapatkan  nilai  59,32  dengan  rincian  di  

setiap  kabupaten/kota  sebagai  berikut  :  
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Gambar  8 -  Dimensi  Partisipasi  

 

Basis  kerawanan  Partisipasi  tertinggi  terdapat  di  Kota  

Samarinda  kemudian  terendah  di  Kabupaten  Kutai  Barat,  Berau  

dan Kota Bontang, Dimensi Partisipasi memiliki Sub Dimensi  

sebagai  berikut  :  

Gambar  9 -  Sub  Dimensi  Partisipasi  
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Terhadap  hasil  pemetaan  Indeks  Kerawanan  Pemilihan  

tersebut, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi  

berupa  :  

ậ Memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih  

menerapkan  protokol  kesehatan  dalam  pelaksanaan  tahapan  

verifikasi  faktual  calon  perseorangan  dan  pemutakhiran  data  

pemilih;  

ậ Melakukan koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi  

terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi  

Pandemi  Covid -19  di  masing -masing  daerah;  

ậ Memastikan dukungan anggar an penyediaan Alat Pelindung  

Diri (APD) dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala  

Daerah  tahun  2020;  

ậ Menjaga  kemandirian  Aparatur  Pemerintah  dari  

penyalahgunaan wewenang dan anggaran penanggulangan  

Covid -19;  

ậ Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai  

dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh  

penyelenggara  pemilu.  

Selain  memetakan  kerawanan -kerawanan  yang  terjadi  pada  

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,  

Bawaslu Repub lik Indonesia juga memetakan Isu - isu strategis  

pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,  

isu  strategis  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  adalah  sebagai  

berikut  :  
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Gambar  10  -  Isu - Isu  Strategis  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  

 
 

Terhadap isu - isu strategis yang telah dipetakan, Bawaslu  

Republik  Indoensia  memberikan  rekomendasi  berupa  :  

ậ Penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye dan  

pemilih selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat  

dalam  melaksanakan  dan  mengikuti  kampanye;  

ậ Penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, satuan tugas  

berkoordinasi  secara  berkelanjutan  dalam  keterbukaan  

informasi  terkait  pelaksanaan  tahapan  pemilihan  dan  

perkembangan  kondisi  pandemi  Covid -19  di  setiap  daerah;  

ậ Koordinasi  kepolisian  dan  gugus  tugas  penanggulangan  

Covid -19  setempat  dalam  penegakan  hukum  dan  penindakan  

atas  pelanggaran  protokol  kesehatan;  

ậ Organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  kepemudaan,  

kesbangpol  dan  FKUB melakukan  pencegahan  dan  penindakan  

terhadap  konten -konten  kampanye  langsung  dan  tidak  
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langsung yang bermuatan SARA, Hoax, Ujaran Kebencian,  

Kampanye Hitam dan terjadinya Politik Uang dalam masa  

kampanye;  

ậ Koordinasi penyelenggara pemilihan, BNPB dan Kepolisian  

dalam  melakukan  mitigasi  bencana  alam  dan  mencegah  

gangguan keamanan (kekerasan, intimidasi dan kerusuhan)  

dalam  penyelenggaraan  kampanye;  

ậ Koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Pemerintah (Dukcapil)  

dalam memastikan manajemen data pemilih dilakukan secara  

berkelan jutan;  

ậ Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai  

dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh  

penyelenggara  pemilu;  

ậ Menjaga  kemandirian  aparatur  pemerintah  dari  

penyalahgunaan wewenang dan anggaran daerah baik secara  

umum  dan  anggaran  khusus  penanggulangan  Covid -19.  

 
 

b.  Perencanaan  Pengawasan  

Terhadap  hasil  pemetaan  kerawanan -kerawanan  dan  isu - isu  

yang  telah  dipetakan  oleh  Bawaslu  Republik  Indonesia,  Bawaslu  

Provinsi  Kalimantan  Timur  mengadakan  Rapat  Koordinasi  dengan  

9 Bawaslu  Kabupaten  /  Kota  yang  mengadakan  Pemilihan  Kepala  

Daerah  Serentak  Tahun  2020  dengan  memberikan  arahan  serta  

himbauan untuk melaksanakan Koordinasi dengan Pihak -pihak  

terkait terhadap rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Republik  

Indonesia.  
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Selain itu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan  

Fungsi  Supervisi  dan  Monitoring  terhadap  kegiatan  Pengawasan  

Tahapan  Kampanye  yang  dilaksanakan  di  9 Kabupaten  /  Kota  yang  

mengadakan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2020.  

 
2.  Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtaha - 

pan  kampanye  

a. Pencegahan 

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tahapan kampanye  

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sudah tentu  

melakukan beberapa bentuk pencegahan agar meminimalisir  

dugaan  pelanggara n yang  terjadi  pada  tahapan  kampanye  

dengan cara secara berkala melakukan Rapat Koordinasi dengan 9  

Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan pencegahan  

berupa  Sosialisasi  dengan  berbagai  unsur  kemasyarakatan  serta  

pengawasan  partisipatif,  koordinasi  dengan  stakeholder  dan  

gugus tugas serta rekan - rekan media yang ada di wilayah Provinsi  

Kalimantan Timur. Selain himbauan untuk Bawaslu Kabupaten/  

Kota  melaksanaan  fungsi  pencegahan,  Bawaslu  Provinsi  

Kalimantan Timur juga mengadakan beberapa kegiatan beru pa 

bentuk  Pencegahan  berupa  :  

ậ Pembuatan  Pojok  Pengawasan  yang  bertujuan  sebagai  wadah  

bagi Penyelenggara dan stakeholder, rekan - rekan media,  

kelompok  masyarakat  dan  organisasi  masyarakat  untuk  

berdiskusi  aktif  terhadap  kepemiluan.  

ậ Melakukan  Sosialisasi  dengan  memanfaatkan  Teknologi  

Informasi  berupa  Media  Sosial  antara  lain  Facebook  Bawaslu  

Kaltim,  Instagram  Bawaslu  Kaltim,  Twitter  Bawaslu  Kaltim,  
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Website  Bawaslu  Kaltim  serta  Kanal  Youtube  Bawaslu  Kaltim.  

ậ Melakukan dan Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi serta  

Sosialisasi yang diadakan Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota  

dan  yang  diadakan  oleh  Stakeholder.  

 
b. Aktivitas Pengawasan 

Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak  

Tahun  2020  berlangsung  selama  71  Hari  terhitung  sejak  tanggal  

26 September 2020 hingga 5 Desember 2020, pada tahapan  

kampanye  kali  ini  dikarenakan  Pandemi  Covid -19  maka  kegiatan  

kampanye Rapat Umum ditiadakan oleh KPU, ketentuan itu diatur  

secara tegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan U mum (PKPU)  

Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU  

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur  

dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana  

Non  Alam  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid -19).  

Daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet atau  

berada  diluar  jangkauan  media  sosial  dan  media  daring,  maka  dapat  

memanfaatkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka  

dan dialog yang dilakukan dalam ruangan atau gedung dengan  

ketentuan dihadiri oleh peserta maksimal 50 orang dan selalu  

memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak paling  

kurang  1 meter,  menggunakan  APD paling  kurang  menggunakan  

masker yang menutu pi hidung, mulut hingga dagu, menyediakan  

sarana sanitasi berupa fasilitas cuci tangan dengan sabun dan  

hand  sanitizer  serta  mematuhi  protokol  kesehatan  lainnya.  

Aktifitas  Pengawasan  Tahapan  Kampanye  yang  dilakukan  
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Bawaslu  Kabupaten/Kota  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  

Tahun  2020  ditampilkan  dalam  Tabel  Berikut  :  

 
 

No 

 
Kab/  
Kota  

 
Jml  

Kampa -  
nye  

Metode  Kampanye  

Terba - 

tas  

Tatap  

Muka  

Pema -  

sangan  
APK 

Penyeb -  

aran  BK 

Media  

Dar -  
ing  

Media  

On-  
line  

Lainn -  

ya  

1 Sama -  

rinda  
504  44  416  0 9 2 0 33  

2 Balikpa -  

pan  
1093  920  115  2161  68381  2 0 0 

3 Bontang  388  60  309  0 15  4 0 0 

4 Kukar  212  137  68  0 156  0 0 3 

5 Kutim  362  70  56  0 3 0 0 5 

6 Kubar  113  2 107  179  53659  0 0 0 

7 Paser  273  29  244  1320  244  1 0 0 

8 Mahulu  112  76  34  0 0 0 0 0 

9 Berau  842  332  510  975  4571  1 0 0 

Jumlah  3899  1670  1859  4635  127038  10  0 41  
 

Tabel  8 -  Tabel  Aktifitas  Kampanye  di  9 Kabupaten/Kota  

 
 

Gambar  11  -  Jumlah  Kampanye  di  9 Kabupaten  /  Kota  
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Pada tahapan  kampanye  tersebut  terlihat  jumlah  kampanye  

di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3899 Kegiatan  

kampanye  dengan  beberapa  metode  kampanye  antara  lain  

Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pemasangan Alat  

Peraga Kampanye (AKP), Penyebaran Bahan Kampanye (BK),  

Media  Dalam  Jaringan,  Media  Online,  dan  kegiatan  lainnya  yang  

tidak  melanggar.  

Terhadap kegiatan yang disampaikan diatas, pelaksanaan  

Kampanye wajib memberitahukan kepada Kepolisian setempat  

yang ditembuskan kepada Bawaslu, hal tersebut disampaikan  

dalam  bentuk  Surat  Tanda  Terima  Pemberitahuan  (STTP)  

Kampanye,  adapun  hasil  rekapitulasi  pemberitahuan  STTP 

Kampanye  adalah  sebagai  berikut.  

 

No Kab / Kota Jml Kampanye Pemberitahuan dan STTP 

1 Samarinda  504  44  

2 Balikpapan  1093  920  

3 Bontang  388  60  

4 Kukar  212  137  

5 Kutim  362  70  

6 Kubar  113  2 

7 Paser  273  29  

8 Mahulu  112  76  

9 Berau  842  332  

Jumlah  3899  3075  
 

Tabel  9 -  Rekapitulasi  Pemberitahuan  dan  STTP Kampanye  

di  9 Kabupaten/Kota  
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Gambar  12  -  Rekapitulasi  Pemberitahuan  dan  STTP Kampanye  di  9 

Kabupaten  /  Kota  

Pada tabel tersebut dilihat pemberitahuan dan STTP sejumlah  

3075  dari  3899  kegiatan  kampanye  yang  tercatat.  Setelah  

dilakukan penelusuran, tim kampanye menyampaikan bahwa  

dalam 1 STTP terdapat 2 atau 3 kegiatan kampanye sehingga  

dalam  1 kegiatan  kampanye  tidak  berarti  terdapat  1 STTP. 

Selain  fokus  pengawasan  Kampanye,  Bawaslu  Provinsi  

Kalimantan  Timur  menghimbau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  

untuk melaksanakan pengawasan tentang kepatuhan kegiatan  

kampanye  terhadap  Protokol  Kesehatan  Covid -19.  

 
3.  Hasil -Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan  

kampanye  

a. Temuan 

Hasil  temuan  pada  pelaksanaan  Pengawasan  Tahapan  

Kampanye  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2020  

di  9 Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  
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dituangkan  dalam  tabel  dan  grafik  berikut.  
 
 

No Kab  /  Kota  Jml  Kampanye  Dugaan  Pelanggaran  

1 Samarinda  504  9 

2 Balikpapan  1093  37  

3 Bontang  388  0 

4 Kukar  212  2 

5 Kutim  362  10  

6 Kubar  113  1 

7 Paser  273  4 

8 Mahulu  112  0 

9 Berau  842  3 

Jumlah  3899  66  
 

Tabel  10  -  Rekapitulasi  Temuan  pada  Pilkada  Serentak  Tahun  2020  

 
 

Gambar  13  -  Rekapitulasi  Temuan  Dugaan  Pelanggaran  di  9 Kabupaten/Kota  

 

Selain temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota juga  

memberikan  informasi  terhadap  Alat  Peraga  Kampanye  di  

wilayahnya,  dengan  rincian  sebagai  berikut  :  
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No 

Kab / 

Kota 

Jml APK 

Yang Melanggar 

Jenis APK yang Melanggar 

Baliho Billboard 
Umbul-um- 

bul 
Spanduk 

1 
Sama -  
rinda  

787  362  4 161  260  

2 
Balikpa -  
pan  

93  60  0 1 32  

3 
Bon -  
tang  

10  2 0 0 8 

4 Kukar  25  15  0 0 10  

5 Kutim  3880  1145  13  448  2274  

6 Kubar  114  79  1 0 34  

7 Paser  15  11  0 0 4 

8 Mahulu  17  17  0 0 0 

9 
Berau  

1389  191  0 626  572  

Jumlah  6330  1882  18  1236  3194  
 

Tabel  11  -  Rekapitulasi  APK yang  melanggar  pada  Pilkada  Serentak  

Tahun  2020  

 

Gambar  14  -  Rekapitulasi  APK yang  melanggar  pada  Pilkada  Serentak  

Tahun  2020  
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b. Rekomendasi 

Terhadap temuan tersebut diatas, Bawaslu di wilayah Provinsi  

Kalimantan Timur mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan ke  

instansi  maupun  ke  yang  bersangkutan  yang  diduga  melakukan  

pelanggaran. Dalam hal ini Dari 66 Dugaan Pelanggaran termasuk  

didalamnya protokol kesehatan, Bawaslu telah menyampaikan  

kepada Tim Kampanye terhadap dugaan pelanggaran tersebut.  

Kemudian terhadap APK yang melanggar, Bawaslu menyampai kan  

kepada  KPU untuk  kemudian  dilakukan  penertiban.  

 
c. Tindak Lanjut Rekomendasi 

Dari 66 dugaan pelanggaran yang termasuk didalamnya  

dugaan  pelanggaran  protokol  kesehatan,  ada  4 kegiatan  

kampanye  yang  kemudian  tidak  menindaklanjuti  peringatan  

yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Bawaslu kemudian melakukan  

Koordinasi dengan Kepolisian dan akhirnya kegiatan kampanye  

tersebut  dibubarkan.  

4.  Pengawasan  Protokol  Kesehatan  pada  masa  kampanye  

Pada tahapan  kampanye  kali  ini  yang  dikarenakan  

berbarengan dengan Pandemi Covid -19 maka selaras dengan  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun  

2020  tentang  perubahan  kedua  atas  PKPU Nomor  6 Tahun  2020  

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  

Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/ atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona  

Virus  Disease  2019  (Covid -19)  maka  Bawaslu  turut  serta  dalam  

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kegiatan kampanye  

dengan  Protokol  Kesehatan  Pencegahan  Penyebaran  Covid -19.  
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a. Temuan 

Terhadap  pengawasan  Tahapan  Kampanye  di  wilayah  

Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu menemukan beberapa dugaan  

pelanggaran yang termasuk didalamnya pelanggaran Protokol  

kesehatan,  seperti  dijelaskan  pada  sub  bab  3 bahwa  terdapat  66  

dugaan  pelanggaran  yang  direkapitulasi  oleh  Bawaslu,  terhadap  

pelanggaran  protokol  kesehatan.  

 

No Kab  /  Kota  Jml  Kampanye  Dugaan  Pelanggaran  

1 Samarinda  504  9 

2 Balikpapan  1093  37  

3 Bontang  388  0 

4 Kukar  212  2 

5 Kutim  362  10  

6 Kubar  113  1 

7 Paser  273  4 

8 Mahulu  112  0 

9 Berau  842  3 

Jumlah  3899  66  
 

Tabel  12  -  Dugaan  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  pada  Kampanye  

Pilkada  Serentak  tahun  2020  

 

b. Rekomendasi 

Terhadap 66 dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu telah  

mengeluarkan himbauan kepada Tim Kampanye untuk selanjutnya  

mengikuti  Protokol  Kesehatan,  namun  ada  4 kegiatan  kampanye  

yang tidak menindaklanjuti peringatan dari Bawaslu, yaitu di  

wilayah  Balikpapan.  
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c. Surat Peringatan 

Surat peringatan tentang dugaan pelanggaran pada kegiatan  

kampanye  langsung  diterbitkan  oleh  jajran  Bawaslu  Kabupaten/  

Kota dan jajaran panwas kecamatan, surat yang ditujukan kepada  

Tim Kampanye kemudian wajib dipatuhi yaitu untuk kemudian  

tetap  melanjutkan  kegiatan  kampanye  namun  dengan  mengikuti  

protokol  kesehatan  yang  sudah  diatur  di  PKPU atau  untuk  

membubarkan  diri  kegiatan  kampanye  tersebut.  

 
5.  Dinamika  dan  Permasalahan  tahapan  dan  subtaha - 

pan  kampanye  

Pada kegiatan  pengawasan  tahapan  kampanye  pada  

Pilkada  Serentak  Tahun  2020,  terdapat  beberapa  permasalahan  

yang  timbul,  oleh  karena  itu  Bawaslu  Provinsi  Kalimantan  Timur  

merangkum  masalah  yang  terjadi  selama  pengawasan  Tahapan  

dan Sub Tahapan Kampanye serta hambatan -hambatan yang  

dihadapi  oleh  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dan  Jajaran  dibawahnya.  

a. Permasalahan 

Selama tahapan dan sub Tahapan Kampanye, masalah yang  

terjadi adalah Netralitas ASN, dimana Bawaslu Kabupaten/Kota  

mendapat laporan dari Masyarakat serta temuan tentang tidak  

netralnya ASN pada Pe milihan Kepala Daerah Serentak Tahun  

2020.  Yang  kedua  adalah  masalah  Alat  Peraga  Kampanye  (APK)  

yang  terpasang  tidak  sesuai  dengan  Undang -undang  dan  PKPU, 

kemudian terdapat masalah pula terkait perusakan APK yang  

terjadi di beberapa wilayah dan dilaporkan oleh Tim Pasangan  

Calon kepada Bawaslu. Yang ketiga berupa Politik Uang, ada  

beberapa  temuan  serta  laporan  tentang  Politik  Uang  pada  kegiatan  
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kampanye, beberapa temuan setelah ditindaklanjuti ternyata  

tidak memenuhi unsur. Yang ke empat kurang koordinasinya  

Partai  Politik  dengan  Pasangan  Calon  atau  LO dan  Tim  Kampanye  

tentang  peraturan  Kampanye  pada  masa  Pandemi,  masih  

belum  memahaminya  aturan  tersebut  akhirnya  menjadi  dugaan  

pelanggaran  protokol  kesehatan.  

 
b. Hambatan-hambatan 

Terhambatnya laporan dari jajaran Pengawas Kecamatan  

kepada  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dikarenakan  masih  banyak  PKD 

yang Kampung / Desanya tidak memiliki jaringan komunikasi  

maupun internet yang baik sehingga harus dilakukan siste m 

jemput  bola  ke  lapangan.  Tidak  semua  Pengawas  Kecamatan  pro  

aktif  melaporkan  hasil  pengawasan  di  lapangan  selama  tahapan  

berlangsung.  Masih  ditemukan  Pengawas  Kecamatan  yang  

kurang  memahami  cara  pengisian  Alat  Kerja  Pengawasan  (AKP)  

yang  telah  dibagikan  kepada  Bawaslu  Kabupaten  /  Kota.  Sumber  

Daya  Manusia  yang  dimiliki  oleh  Bawaslu  Kabupaten/Kota  masih  

cukup  terbatas  dari  segi  jumlah  maupun  pengetahuan  mengenai  

pengawasan  menyebabkan  kurang  maksimalnya  pengawasan  di  

lapangan.  

 
6.  Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan  

subtahapan  kampanye  

Bawaslu  Provinsi  telah  melakukan  Evaluasi  dalam  pelaksanaan  

Pengawasan  Tahapan  dan  Sub  Tahapan  Kampanye  di  9 Kabupaten/  

Kota yang mengadakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun  

2020,  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk  menjadi  bahan  pertimbangan  
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pada  pemilihan  selanjutnya.  Terhadap  permasalahan  yang  

disampaikan  pada  sub  bab  sebelumnya,  Bawaslu  Provinsi  

Kalimantan Timur juga mengadakan Rapat Evaluasi dan mencatat  

hal -hal  yang  disampaikan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berupa  :  

a.  Jaringan  Internet  di  beberapa  wilayah  di  Provinsi  Kalimantan  

Timur bukan hal yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu,  

sehingga  menghambat  kinerja  para  pengawas.  

b.  Lambatnya pemberitahuan STTP kampanye menyebabkan  

Bawaslu kesulitan menyampaikan upaya pencegahan jika  

ditengarai  terjadi  pelanggaran.  

c.  Tidak  sinkronnya  tugas  dan  kewenangan  Satpol  PP yang  diatur  

dalam PKPU dan Peraturan Kemendagri menyangkut siapa  

yang harus menertibkan APK, Satpol PP berpendapat hanya  

bersifat membantu, dari diksi yang disampaikan ñmembantuò 

dimaknai hanya sebagai suplementer dan sekunder bukan  

dimaknai  koordinatif  eksekutorial.  

d.  Penentuan titik pemasangan AKP yang dibolehkan untuk  

dipasang belum mempertimbangkan azas keindahan kota  

dan keselamatan pengguna jalan. Selama tahapan kampanye  

berlangsung,  pemasangan  AKP terkesan  asal  pasang  dengan  

tidak  mempertimbangkan  azas  keindahan  tersebut.  

e.  Penyebaran  berita  Hoax  bersinggungan  dengan  peserta  

Pemilihan  dan  Pasangan  Calon  Tertentu.  Bawaslu  tidak  

langsung dapat melakukan takedown kepada akun yang  

secara  terang - terangan  menyebarkan  hoax.  

f.  Sulitnya melakukan pengawasan dalam media dalam jaringan  

pada akun -akun media sosial yang turut melakukan kampanye  

untuk  pasangan  calon  tertentu  namun  tidak  terdaftar  di  KPU. 
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D. Pelaksanaan  Tahapan  Pengadaan  dan  Pendistri -  

busian  Perlengkapan  Pemungutan  Suara  dan  Per - 

lengkapan  Lainnya  

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan 

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan 

dan Perlengkapan Lainnya 

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  

05  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Komisi  

Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program  

dan  jadwal  penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  

Gubernur  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan  atau  Walikota  dan  Wakil  

Walikota Tahun 2020 bahwa Pada Tanggal 07 Agustus 2020  

sampai dengan 20 November merupakan proses pengadaan  

perlengkapan  pemungutan  dan  perhitungan  suara  dan  ditanggal  

24 September sampai dengan  08 Desember 2020 merupakan  

Produksi dan pendistribusian Perlengkapan pemungutan dan  

perhitungan  suara.  Maka  selama  tahapan  pengadaan  dan  

pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perlengkapan  

lainnya, Bawaslu Kabupaten Kota pelaksana Pilkada melakukan  

pengawasan  dengan  berbagai  cara.  Pengawasan  dilakukan  

dengan  koordinasi  bersama  Bawaslu  Provinsi  Kalimantan  Timur.  

terdiri  dari  kotak  suara,  surat  suara,  tinta,  bilik  pemungutan  suara,  

segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tempat pemungutan  

suara  (TPS)  serta  penambahan  APD dimasing -masing  TPS. 

Pengawasan perlengkapan pemungutan dan perlengkapan  

lainnya tidak terlepas dari identifikasi jenis jasa yaitu meliputi,  

perakitan  kota  suara,  merakit  bilik  suara,  sortir  dan  lipat  surat  suara,  

pengesetan,  pengepakan  logistik,  pengumpulan  logistik  dari  TPS, 
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PPS dan  PPK serta  Pengawalan  logistik  dari  KPU Kabupaten/Kota  

sampai  ke  TPS dan  sebaliknya.  

 
a.  Kerawanan -Kerawanan  dan  IKP  

Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP)  merupakan  upaya  Bawaslu  

untuk  melakukan  deteksi  dini  terhadap  berbagai  potensi  

pelanggaran  dan  kerawanan  untuk  kesiapan  menghadapi  

pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Secara umum kerawanan  

yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan tahapan pengadaan  

dan  pendistribusian  perlengkapan  pemungutan  dan  perlengkapan  

lainnya hampir sama pada setiap Kabupaten Kota pelaksana  

Pilkada  2020  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  diantaranya  :  

1)  Kurangnya  jumlah  logistik  pemungutan  suara  dan  dukungan  

lainnya yang didistribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke  

tingkat  Kecamatan/Kelurahan/TPS;  

2)  Keterlambatan  pendistribusian  logistik  dari  baik  penyedia  

/ percetakan ke KPU Kabupaten/Kota sampai ke tingkat  

Kecamatan/Kelurahan/TPS;  

3)  Kerusakan  logistik  pada  saat  pendistribusian  dilakukan;  

4)  Tempat/Gudang  yang  berada  dilokasi  rawan  bencana  

sehingga berpotensi merusak Logistik Pemungutan Suara dan  

Dukungan  Perlengkapan  lainnya;  

5)  Tertukarnya  logistik  baik  jumlah  maupun  jenisnya  pada  saat 

setting dan distrisbusi logistik Pemungutan Suara dan  

Dukungan  Perlengkapan  lainnya;  

6)  Petugas penyortiran dan pelipatan surat suara yang berafiliasi  

dengan  salah  satu  peserta  pemilihan;  
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7)  Tidak  dilakukan  pengawalan  dari  pihak  kepolisian  saat  

pendistribusian  berlangsung;  

8)  Logistik  tidak  dipacking  sesuai  dengan  standar  protokol  

kesehatan;  

9)  Pemusnahan  kelebihan  Surat  Suara  oleh  perusahaan  pemenang  

lelang  dengan  disaksikan  oleh  petugas  KPU Provinsi  atau  KPU 

Kabupaten/Kota;  dan  

10)  Tidak  menerapkan  Protokol  Kesehatan  dalam  proses  

pengadaan  dan  pendistribusian.  

 
b.  Perencanaan  Pengawasan  

Perencanaan pengawasan dibuat untuk mencapai target  

pengawasan yang ingin dicapai dan untuk mendapatkan hasil  

yang maksimal selama tahapan pengadaan, percetakan dan  

pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan  

suara, yaitu dengan menentukan fok us, strategi dan kegiatan  

pengawasan  sebagai  berikut  :  

Fokus  pengawasan  pada  tahapan  ini  diantaranya  :  

1)  Memastikan  keterpenuhan  logistik  terkait  tepat  jumlah,  tepat  

jenis,  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  tepat  kualitas  dan  efisien;  

2)  Memastikan  pendistribusian  logistik  dilakukan  pengawasan  

oleh  pihak  keamanan;  

3)  Memastikan  surat  suara  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  masing -  

masing  Kabupaten  Kota  tidak  kurang;  

4)  Memastikan  petugas  penyortiran  dan  pelipat  surat  suara  

melakukan  tugas  nya  sesuai  aturan;  
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5)  Melakukan  pembagian  tugas  kerja  bersama  sekretariat  

Bawaslu  Kabupaten  Kota  beserta  Panwaslu  Kecamatan  dalam  

pengawasan  logistik  di  Gudang  KPU Kabupaten  Kota;  

6)  Melakukan pengawasan perlengkapan Logistik yang datang  

di  Gudang  KPU, dan  memastikan  bahwa  logistik  KPU terkirim  

secara  aman  dan  tersegel  dan  tidak  rusak;  dan  

7)  Koordinasi  dengan  KPU Kabupaten  Kota  untuk  mendapatkan  

data dan informasi terkait jadwal pengadaan, sortir lipat,  

setting dan pendistribusian Logistik KPU Kabupaten Kota ke  

PPK dan  PPS. 

Setelah  mempunyai  fokus  yang  akan  dicapai,  maka  strategi  

yang  akan  dilakukan  selama  pengawasan  tahapan  ini  baik  

pengawasan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  diantaranya:  

1)  Menyusun rencana kerja pengawasan dan penyiapan alat kerja  

pengawasan  logistik;  

2)  Wajib mendapatkan dan memeriksa dokumen pengadaan dan  

ditribusi  logistik;  

3)  Melakukan  pengawasan  pendistribusian  logistik,  pengepakan  

dan  pelipatan  Surat  suara  secara  langsung;  

4)  Membentuk  tim  pengawasan  yang  terbagi  beberapa  tempat;  

dan  

5)  Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota dan stakeholder  

terkait pemenuhan dan pendistribusian logistic di masing -  

masing  Kabupaten  Kota.  

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan atas dasar  

fokus dan strategi yang telah disusun sehingga pengawasan  

dapat  dilakukan  dengan  maksimal  dan  tepat  sasaran,  kegiatan  
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pengawasan  diantaranya  :  

1)  Pengawasan  survei  logistik  dan  Pengadaan  Logistik;  

2)  Pengawasan  distribusi  logistik  dari  Perusahaan  ke  KPU 

Kabupaten  Kota;  

3)  Pengawasan  pembukaan  dan  penghitungan  volume  tinta;  

4)  Pengawasan  Penyortiran  surat  suara;  

5)  Pengawasan  Pelipatan  surat  suara;  

6)  Pengawasan  Pengepakan  Surat  Suara;  

7)  Pengawasan  Distribusi  logistik  dari  KPU Kabupaten  Kota  ke  

PPS melalui  PPK; 

8)  Pengawasan  Distribusi  logistik  dari  PPS ke  TPS di  masing -  

masing  wilayah;  dan  

9)  Penjemputan  logistik  yang  mengalami  kekurangan.  

 

 
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan 

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan 

dan Penghitungan Suara 

a. Pencegahan 

Dalam  pengawasan  logistik  Bawaslu  Kabupaten  Kota  

pelaksana Pilkada se Kalimantan Timur melakukan pencegahan  

berupa  lisan  dan  tertulis  pada  pelaksanaan  pendistribusian  

logistik,  penyortiran,  pelipatan  dan  pengepakan  surat  suara.  

1)  Pencegahan  Secara  Lisan  

ậ Mengingatkan  /  menghimbau  secara  lisan  kepada  perusahaan  

pengadaan  agar  tidak  mendistribusikan  logistik  sebelum  ada  




